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BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT DI PONOROGO

Setelah pada Bab 11l dipaparkan data mengenai Kabupaten Ponorogo secara
umum, maka pada Bab IV ini dipaparkan data dan temuan dalam pengelolaan
zakat di Kabupaten Ponorogo, meliputi peta potensi zakatnya dan pengelolaan

zakat oleh badan dan lembaga amil zakat.

A. Peta Potensi Zakat di Kabupaten Ponorogo

Mengacu kepada cara menghitung potensi zakat nasional oleh BAZNAS,
yang bercermin pada negara muslim di Timur Tengah maupun Afrika, potensi
zakat suatu negara adalah 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)nya.
Misalnya saat ini PDB nya 4000 triliun, maka minimal potensi zakatnya 2,5% X
4000 triliun = 100 triliun."

Berangkat dari data jumlah penduduk muslim di kabupaten Ponorogo, dan
mengikuti cara perhitungan itu maka potensi zakat di kabupaten Ponorogo dapat
dikalkulasi sebagai berikut. PDB regional, atau PDRB ADHK (Produk Domestik
Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku)? kabupaten Ponorogo tahun 2012
adalah sebesar 9,4 triliun.® Maka potensi minimal zakatnya 2,5 % x 9,4 triliun =

0,235 triliun = 235 miliar. Jika yang bisa diserap 1% nya saja maka akan

! http://m.merdeka.com/khas/potensi-zakat-rp-100-triliun-kurban-rp-15-triliun-wawancara.
>PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah adalah merupakan agregat nilai
tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroprasi di wilayah itu. PDRB adalah
merupakan indikator kesejahteraan penduduk, yang besarannya sama dengan pendapatan yang
diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh pendudiknya.

3 Statistik Daerah Kabupaten Ponorogto 2013, 21.
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ditemukan 2,35 miliar. Itu hanya perhitungan zakat malsaja, tidak termasuk
pendapatan dari sadagah, qurban, zakat fitrah dan lainnya.

Untuk kalkulasi potensi zakat fitrah, bisa dihitung secara kasar seperti berikut.
Jumlah penduduk kabupaten Ponorogo tahun 2012 berdasarkan data dari kantor
Kementerian Agama kabupaten Ponorogo sebesar 1.013.789 jiwa. Yang
beragama Islam 99,33 % (1.007.074 jiwa). Perbandingan penduduk kategori
miskin dengan penduduk dengan kategori kaya = (11,7 : 87,3). Mengikuti
proporsi perbandingan itu, maka jumlah muslimnya dengan kategori kaya (87,3%)
= 895.175 jiwa, dan kategori miskin (11,7%) = 117.827 jiwa. Zakat fitrah
diasumsikan sebagai zakat perkapita. Apabila penduduk kategori kaya masing-
masing membayar zakat fitrahnya 1 sa* beras* atau dikonversi dengan uang
sebesar Rp 20.000,- saja, maka zakat fitrah itu sebesar 895.175 X Rp 20.000,- =
Rp 17.903.500.000,-.( Tujuh belas milyard sembilan ratus tiga juta limanratus
ribu) rupiah. Jika dari penduduk muslim Ponorogo itu 50% saja® yang membayar
fitrah, maka potensi zakat fitrah nya , 50% X Rp 17.903.500.000,- = Rp
8.951.750.000,- ( Delapan milliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuhratus
lima puluh ribu) rupiah.

Contoh data perolehan zakat fitrah di 2 kecamatan di kabupaten Ponorogo

pada tahun 2013:

*1 sa’ ( gl= ) itu takaran yang volumenya 15X15X15X1 cm®, atau 3.375 cm’. Bila diisi beras
maka beratnya sekitar 2,5 — 2,8 kilogram tergantung jenis dan kualitasnya.

®Pengandaian 40% pembayar zakat fitrah di atas berdasarkan pengalaman peneliti di masyarakat,
di mana ada sebuah desa yang penduduknya muslim semua dan dengan tingkat kesadaran
beragamanya yang relatif sudah baik itu rata-rata perolehan zakat fitrahnya dalam 10 tahun
terakhir ini sekitar 40 — 55 % dari jumlah penduduk.
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1. Kecamatan Ponorogo (kota). Jumlah penduduk muslim 88.223 jiwa, dari
91.931 jumlah semua penduduk. Muzaki fitrah = 43.709 jiwa (9.770 KK).
Zakat fitrah : berupa beras = 117.546 kg = 47.018 sa /fitrah, berupa uang :
Rp 88.526.000,- = 4.426 sa ffitrah. Jumlah semua : 51.444 sa‘/ fitrah. Jika
diuangkan dengan harga 1 sa‘ Rp 20.000,- maka nilainya = Rp
1.028.888.000,- ( satu milliar dua puluh depan juta, delapan ratus delapan
puluh delapan ribu rupiah).® Berdasarkan angka-angka tersebut zakat
fitrah itu berasal dari 51.444 orang muzaki dari total jumlah muslim di
kecamatan itu sebanyak 88.223 jiwa, berarti orang kaya yang membayar
zakat fitrah itu 58 %.

2. Kecamatan Babadan. Jumlah penduduk muslim : 74.820 jiwa. Muzaki fitrah
: 15.384 KK = 59.240 jiwa. Jumlah zakat fitrah : berupa beras = 83.300 kg
= 33.320 sa /fitrah, berupa uang : Rp 37.020.000 = 1.856 sa 7/fitrah. Jumlah
semua : 35.176 safirah. Jika diuangkan dengan harga /sa’ Rp 20.000,- ,
maka nilainya = Rp 703.520.000,- (tujuh ratus tiga juta, lima ratus dua
puluh ribu rupiah)’ Berdasarkan angka-angka tersebut zakat fitrah itu
berasal dari 35.176 muzaki dari total jumlah muslim di kecamatan itu
sebanyak 74.820 jiwa, berarti orang kaya yang membayar zakat fitrah itu

47 %.

® Sumber: Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, 30 Desember 2013.
" Sumber: Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Ponorogo, 31
Desember 2013.
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B. Paparan Data dan Temuan Penelitian
1. Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Ponorogo®
a. Data kelembagaan
1) Nama lembaga: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Ponorogo).
Atau biasa disebut Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Ponorogo, atau
sering disebut BAZDA Kabupaten Ponorogo. Alamat : belum memiliki
sekertariat/kantor tersendiri. Sekertariat sementara di Penyelenggara Syariah
(Gara) Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
2) Status legalitas kelembagaan
Badan Amil Zakat ini adalah sebagai lembaga yang legal formal, resmi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. BAZDA ini didirikan pada
bulan September 2001, yang merupakan amanat Undang-undang.Republik
Indonesia Nomer 38 Tahun 1999 dan Undaang-undang Republik Indonesia
Nomer 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomer 7
tahun 1983 tentang Pajak penghasilan.
3) Visi dan misi
Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ponorogo yang taat beragama.
Misi : Meningkatkan kesadaran beramal, berinfak dan sedekah.
Meningkatkan ibadah sosial.

b. Data Pengelolaan

® Hayat Prihono Wiyadi, Ketua Badan Pelaksana UPZ Kemenag Kabupaten Ponorogo,
Wawancara, Ponorogo, 23 April 2014.
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1) Planning
Program kerja BAZNAS Daerah Ponorogo disusun dan dikelompokkan
menurut komisi dan seksi-seksi yang ada dalam kepengurusan.
a) Program Komisi Pengawas:
Mengadakan audit internal untuk membantu Badan Pelaksana dalam
menertibkan laporan keuangan.
b) Program Seksi Pengumpulan:
(1) Sosialisasi UU Nomer 38 Tahun 1999 / UU Nomer 23 Tahun 2011
kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan instansi pemerintah..
(2) Sosialisasi propil Badan Amil Zakat melelui pertemuan dengan instansi
pemerintah.
(3) Mengadakan Gerakan Sadar Zakat di lingkungan UPZ-UPZ Kabupaten
Ponorogo.
c) Program Seksi Pendistribusian mendistribusikan hasil pengumpulan zakat
infak dan sedekah dalam bentuk:
(1) Santunan kepada kaum dhuafa’.
(2) Santunan terhadap bencana alam.
(3) Membuat laporan umpan balik.
d) Program Seksi Pengembangan:
(1)Penataan  sekretariat BAZNAS  Daerah  Ponorogo  beserta
perlengkapannya.

(2) Mengadakan publikasi dan sosialisasi Badan Amil Zakat.
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(3) Mengkoordinir pengiriman da’i untuk kebutuhan sosialisasi Badan
Amil Zakat.
2) Organizing

Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Ponorogo:

Sejak berdirinya pada tahun 2001 sampai sekarang telah terjadi beberapa kali
perubahan kepengurusan yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten,
Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Majlis Ulama Indonesia, ormas Islam
dan tokoh masyarakat.

Susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Ponorogo terdiri dari Dewan
Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana
terdiri dari Pengurus Harian dan 3 seksi yaitu Seksi Pengumpulan, Seksi
Pendistribusian, dan Seksi Pengembangan. Dewan Pembina dijabat oleh tiga
orang terdiri dari Bupati Kepala Daerah Ponorogo, Wakil Bupati dan dari unsur
Majlis Ulama’ Indonesia kabupaten Ponorogo. Komisi Pengawas dijabat oleh
lima orang, seorang ketua, seorang sekretaris dan tiga orang anggota. Mereka
berasal dari unsur tokoh kiyai masyarakat, kepala Kantor Kementerian Agama,
dan akademisi STAIN. Badan Pelaksananya terdiri dari lima orang pengurus
harian yang berasal dari unsur satuan kerja di Pemerintah Daerah, dan unsur
pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari Seksi Penyelenggara Syari’ah
pada Kementerian Agama Kabupaten. Jabatan ketiga seksi pengumpulan,
pendistribusian dan pengembangan yang masing-masing dijabat tiga orang,

diisi dari unsur pemerintah daerah, dan tokoh organisasi masa.
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3) Actuating

BAZDA Ponorogo ini walaupun sudah berdiri sejak tahun 2001, namun sampai
saat ini, tahun 2014 pelaksanaan progam-programnya masik sangat sedikit.
Sekretariatnya masih menumpang di ruang Penyelenggara Syari’ah Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo; pelaksanaan programnya lebih
banyak diserahkan kepada pegawai yang ada pada Penyelenggara Syari’ah
untuk menerima setoran dari masing-masing UPZ, yang ada di satuan kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan selanjutnya mengirimkannya ke
rekening BAZ Kabupaten Ponorogo.
Hasil kerja yang dicapai:
Jenis dana yang dikumpulkan BAZ sampai saat sekarang ini masih terbatas
pada infak saja, belum sampai ke zakat. Ketentuan besarnya infak, sesuai
dengan Instruksi Bupati Ponorogo Nomer 4 Tahun 2003: PNS Golongan | Rp
500,- ; PNS Golongan Il Rp 1.000,-; PNS Golongan Il Rp 2.000,-; dan PNS
Golongan IV Rp 5.000,- Hasil pengumpulan infak dengan ketentuan tersebut,
pada tahun 2013 terkumpul sebesar Rp 78.981.000,- dari sekitar 4116 PNS dari
33 UPZ, selain UPZ yang ada di Kemenag Kabupaten Ponorogo. Hasil
pengumpulan infak ini didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerima
manfaat dari infak ini, yaitu para dhuafa’ dari fakir miskin dan ibnu sabil.

Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari PNS di Pemerintah
Daerak Ponorogo dalam dua tahun 2012 dan 2013 adalah sebagaimana tertulis

berikut ini:
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Hasil Penghimpunan ZIS BAZNAS Daerah Ponorogo
Tahun 2012 dan 2013°

Hasil Penghimpunan ZIS Tahun 2012

No. Jenis Dana Nominal Asal

1 Zakat 0 UPZ/ Instansi di PEMDA
Ponorogo Non Kemenag

2 Infak 0 idem

3 Zakat profesi Rp 338.354.905,- UPZ Kemenag (Pemotongan
2,5 % gaji PNS Kemenang)

4 Zakat fitrah 27.750 kg beras Kemenag

1.374.745 kg beras | masyarakat/laporan KUA se

kab. Ponorogo

Hasil Penghimpunan ZIS Tahun 2013

No. | Jenis Dana Nominal Asal
1 Zakat mal 0 UPZ/ Instansi di PEMDA
Ponorogo Non Kemenag
2 Infak 0 Idem
3 Zakat profesi | Rp 346.724.020,- UPZ Kemenag
(Pemotongan 2,5 % gaji
PNS Kemenang)
4 Zakat fitrah Rp 225.400.000,- UPZ Kemenag
(28.175 kg beras)
Rp 11.466.560.000,- Masyarakat/laporan KUA
(1.433.320 kg beras) se kab. Ponorogo

? Sumber data: Dokumen BAZNAS Daerah Ponorogo.
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Hasil kerja yang dicapai ini tidak terlepas dari adanya faktor pendukung, di
samping juga masih adanya kendala-kendala. Faktor pendukung keberhasilan ini
adalah adanya sosialisasi pertama kalinya dan kesadaran para donatur untuk
melaksanakan infaknya. Berikut petikan wawancara dengan Slamet Purnomo,
salah satu dari pengurus BAZDA:

....Badan amil Zakat Daerah Kabupaten Ponorogo ini hitung-hitung sebenarnya
sudah lama berdiri, yaitu sejak tahun 2001. Dibentuknya BAZDA ini dalam
rangka melaksanakan amanat undang-undang tentang zakat tahun 1999 dan
undang-undang terkait lainnya. Karena PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur
pelaksanaannya ketika itu belum ada, atau bisa dikatakan belum jelas, maka
belum berjalan kecuali sedikit. Kantor sekertariatnya belum ada secara definitif,
yang ada sekedar numpang di Gara Syariah kantor kemenag Ponorogo, karena
pelaksananya juga sementara dari personil Gara Syariah, BAZDA ini mestinya
dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan UPZ-UPZ yang ada di tiap-
tiap SKPD (satuan kerja pemerintah daerah. Tetapi dari sekian banyak UPZ itu
yang aktif betul menghimpun dana zakat hanya UPZ Kemenag. Maka sebenarnya
DAZDA ini walaupun secara legal formal ada, tetapi keberadaannya itu setengah-
setengah. Atau bisa dibilang /a yamutu wala yahya. Mati tidak, tapi hidup pun
hanya pasif nyaris tidak bergerak. Masih banyak kendalanya."®

Kendala-kendala yang dihadapi BAZ ini sebagaimana yang dituturkan oleh
salah satu pengurusnya, antara lain:
a) Kepengurusan yang belum maksimal.
b) Belum adanya sekretariat tersendiri yang sudah permanen.
c) Tidak adanya fultimer yang khusus menangani pengelolaan BAZ.
d) Ketidak pastian regulasi zakat dari pihak pemerintah. Hal itu antara lain

lahirnya UU yang baru dan belum disertainya PP yang mengatur secara rinci.

1% Slamet Purnomo, S.H. Bendahara Badan Pelaksana BAZDA Ponorogo, Kasubbag.Agama,
Pendidikan, MUI, Pemda Kab. Ponorogo, Wawancara, Ponorogo, 22 April 2014
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e) Masih terbatasnya ruang lingkup kerja BAZ. Ruang lingkupnya baru sebatas UPZ
Satuan Kerja Pemerintah Daerahk (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo saja, dan belum sampai ke perusahaan-perusahaan, Badan Usaha Milik
Negara, dsh. Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Ponorogo, menurut
penuturan salah satu pengurusnya /a yamutu wa la yahya (hidup segan mati tak
hendak). Secara legal formal ada, tetapi secara praktis operasional masik belum
optimal. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
sebagai lembaga di bawah BAZ Daerah Kabupaten Ponorogo, adalah UPZ yang
paling aktif di antara UPZ-UPZ lain. UPZ ini mengelola zakat dan infak dari PNS
di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. UPZ Kementerian
Agama berdiri sejak tahun 2003. Oleh karena itu maka kegiatan pengumpulan
zakat yang dilakukan UPZ ini maka dimasukkan dalam pendataan pengelolaan
zakat BAZDA

Susunan pengurusnya terdiri dari Dewan Pertimbangan yang dijabat oleh
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan Kasubbag Tata
Usaha; Komisi Fatwa yang dijabat oleh tiga orang pengurus harian, ketua,
sekretaris dan anggota; Badan Pelaksana yang dijabat oleh tiga orang pengurus
harian, ketua, sekretaris dan bendahara;

Seksi-seksi terdiri dari seksi pengumpulan, seksi pendiostribusian dan seksi
pengembangan; masing-masing dijabat oleh tiga orang. Semua personil pengurus
UPZ Kemenag ini diambil dari pejabat atau pegawai di lingkungan kantor

Kementerian Agama Kabupaten.
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Visi dan misi UPZ Kemenag
Visi : Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, mandiri, dan sejahtera lahir
dan batin.
Misi : (1) Meningkatkan iman dan tagwa;
(2) Meningkatkan kepedulian Sosial.
Program kerja UPZ ini :
1) Pengawas:
Mengadakan pemeriksaan sebagai upaya menertibkan laporan keuangan.
2) Seksi pengumpulan:
(@) Melakukan pendataan terhadap calon muzaki baru.
(b) Melakukan sosialisasi zakat profesi ke satuan kerja di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
3) Seksi pendistribusian :

Pentasarufan kepada 8 asnaf'yang terbagi dalam 5 bidang sasaran:

No. | Bidang Kategori mustahik Uraian

1 Sosial Fakir, miskin, amil, Santunan, bakti sosial.
mu’alaf, rigab, gharim,

sabilillah, ibnusabil

2 Pendidikan | Fakir, miskin Beasiswa Rabata
3 Keagamaan | Sabililah, ibn sabil, Bantuan Pondok Pesantren,
mu’alaf lembaga pendidikan dan

keagamaan, serta pembina-

an mu’allaf.
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4 Kesehatan Fakir, miskin

Bantuan biaya pengobatan.

produktif

5 Ekonomi Fakir, miskin

Bantuan modal kerja bagi
kelompok ekonomi

produktif

4). Seksi Pengembangan:

Rekomendasi yang mengikat semua PNS di lingkungan kantor Kementerian

Agama Kabupaten Ponorogo untuk melasksanakan zakat profesinya.

(a) Koordinasi dengan satker.

(b) Koordinasi tentang pendistribusian dengan pihak terkait, Seksi Penmas,

Bimas Islam, PD Pontren, dan KUA kecamatan di seluruh wilayah

Kabupaten Ponorogo.

(c) Mencari objek yang tepat sasaran.

Hasil kerja UPZ Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Pengumpulan zakat dan infak UPZ Kemenag Kabupaten Ponorogo™*

Tahun | Zakat profesi PNS*

Zakat fitrah PNS

Zakat fitrah

masyarakat**

2012 | Rp 338.354.905,-

26.750 kg beras

1.374.745 kg beras

2013 | Rp 346.724.020,-

28.175 kg beras

1.443.320 kg beras

1 Sumber data: UPZ Kemenag (Gara Syari’ah) Kabupaten Ponorogo
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Keterangan:
*Dikumpulkan dari 2,5 % gaji setiap bulan PNS di lingungan Kemenag Kabupaten
Ponorogo, yang jumlahnya sekitar 700 orang.

**Yang dimaksud zakat fitrah masyarakat adalah zakat fitrah yang dikumpulkan
masyarakat di desa-desa, dibagikan oleh masyarakat, dilaporkan ke Kantor
Urusan Agama tiap kecamatan kemudian dilaporkan ke kantor Kemenag
Kabupaten.

Hasil kerja yang telah dicapai oleh UPZ ini tak lepas dari adanya faktor
pendukungnya. Di antara faktor pendukung keberhasilan UPZ Kemennag
Ponorogo ini antara lain adanya sosialisasi dan surat edaran Kepada Kantor
Wilayah Departemen Agama Provinci Jawa Timur Perihal Optimalisasi
pelaksanaan zakat profesi di lingkungan Kantor Departemen Agama (nama
waktu itu), serta kesadaran PNS sendiri dalam dalam melaksanakan zakat
profesinya.

Di samping faktor pendukung keberhasilan UPZ ini, juga ada kendala
yang dihadapi:
(a) Keterlambatan satuan kerja dalam menyetorkan hasil pengumpulan
zakat kepada UPZ
(b) adanya PNS yang belum menunaikan zakat profesinya. UPZ Kemenag
ini prospek kedepannya diharapkan bisa tetap wksis dan lebih
berkembang, yang akhirnya bisa bermanfaat dan membawa barokah

bagi yang memerlukannya.
4) Controlling

Unsur pengendalian/controlling dalam BAZNAS Daerah Ponorogo ada pada

Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Dewan Pertimbangan bisa
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memberi masukan-masukan positif bagi kemajuan lembaga. Komisi Pengawas

bertugas mengawasi dan memeriksa keuangan untuk menertibkan laporan.

c. Temuan penelitian

Dari paparan data BAZNAS Daerah Ponorogo ditemukan beberapa hal
dan keunikan pada dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan aspek pengelolaan.
Pada temuan aspek kelembagaan, sejumlah informasi empirik diinduksikan
sebagai konsep yang disusun dalam proposisi kelembagaan . Demikian pula
dengan temuan aspek pengelolaannya.

1) Proposisi kelembagaan:
a) BAZNAS Daerah Ponorogo, dalam usianya yang sudah mencapai 13
tahun, sudah menjadi Badan Amil Zakat resmi yang legal formal karena
telah sah sesuai UU RI tentang Zakat. Namun demikian secara entitas
belum bisa dikatakan mapan atau solid, karena sampai saat ini, BAZDA
yang bisa dikatakan “semi negeri” belum memiliki sarana prasarananya
yang memadai; belum memiliki kantor sekretariat tersendiri. Sekretariat
masih menumpang di kantor Kemenag Kabupaten Ponorogo, karena
personil Badan Pelaksana praktisnya adalah Penyelenggara Syari’ah

Kemenag.

b) Visi misi BAZNAS Ponorogo tidak seperti lazimnya visi misi suatu
lembaga atau organisasi, di mana biasanya visi suatu organisasi itu

mencerminkan wawasan jauh dan menggambarkan cita-cita lembaga itu.
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Visi yang berbunyi “terwujudnya masyarakat kabupaten Ponorogo yang
taat beragama” terlalu besar, umum, dan tidak fokus, terlalu jauh dari
kenyataan. Sedangkan rumusan misinya “Meningkatkan kesadaran
beramal, berinfak dan sedekah; Meningkatkan ibadah sosial”. Sehingga
rumusan visi itu menjadi tidak sinkron dengan fungsi BAZDA sebagai
mediator yang menjembatani antara si kaya muzaki/donatur dengan si

miskin mustahik.

2) Proposisi pengelolaan

a) Program kerja BAZDA Ponorogo sudah ada, dan dirinci ke dalam program

b)

kerja bagaian-bagian pengurus, tetapi karena kelembagaannya tidak solid,
maka pelaksanaan program dalam mengelola ZIS tidak intensif, sehingga
prestasi yang dicapai sangat minim. Dari UPZ-UPZ pada satuan kerja
pemerintah daerah yang berada di bawah koordinasi BAZDA Ponorogo
hanya UPZ Kemenang yang aktif. Mengumpulkan dan mendistribusikan
zakat

Formasi pengurus sudah terdiri dari dewan-dewan bagian-bagian yang
diperlukan, sesuai dengan regulasi zakat, yaitu terdiri dari: Dewan
Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana yang terdiri dari
pengurus harian dan seksi-seksi meliputi seksi pengumpulan, seksi
pendistribusian dan seksi pengembangan. Namun demikian unsur
personalianya terutama pada Badan Pelaksana, khususnya seksi

pengumpulan dan seksi pendistribusian bukan para pelaku profesional
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bekerja sebagai fulltimer yang siap kerja. Mereka berasal dari unsur PNS
yang masih aktif di pekerjaannya, dan tokoh masyarakat yang sudah sibuk
dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga tidak sempat mengerjakan
pekerjaannya sebagai amil zakat yang tugasnya mengumpulkan zakat para
muzaki dan mendistribusikan kepada mustahiknya.Mereka dipasang sebagai
pengurus untuk memenuhi figur tokoh masing-masing unsur, sehingga
justru tidak sinergis, dan tidak bisa bekerja.

c) Pelaksanaan program-program BAZNAS Daerah Ponorogo memang berjalan
meskipun intensitasnya rendah. Hasil kerja sebagaimana yang dipaparkan
tidak semuanya riel. Ada yang fiktif. Zakat fitrah dari masyarakat itu bukan
pekerjaan BAZNAS Ponorogo atau UPZ Kemenag yang sebenarnya sebagai
badan atau lembaga pengelola zakat, tetapi zakat fitrah yang dilakukan
masyarakat di desa-desa kemudian dilaporkan ke kecamatan melaui KUA,

didata, dan data-data itu dikumpulkan di kantor Kemenag kabupaten.

d) Unsur pengendalian/controlling dalam BAZDnAS Daerah ini ada pada
Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas, namun dewan dan komisi ini
belum melaksanakan tugasnya secara intensif, sehingga unsur controlling

dalam BAZNAS Daerah ini relatif lemah atau nyaris tidak ada.

2. LAZIS Muhammadiyah Ponorogo

a. Data kelembagaan
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1) Nama Lembaga: Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah
(LAZISMU) Ponorogo. Beralamat di Kantor Pengurus Daerah
Muhammadiyah Ponorogo Jalan Jawa No, 38. Ponorogo.

2) Status legalitas kelembagaan : LAZISMU Ponorogo menginduk kepada
LAZISMU Pusat yang didirikan oleh PP Muhammadiyah, dideklarasikan
oleh Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif, dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Menteri Agama Republik Indonesia No. 457/ 21 Nopember 2002.
Sedangkan LAZISMU Ponorogo merupakan lembaga pengelola zakat
infak dan sedekah yang terhimpun dalam jejaring Lembaga Amil Zakat
Infak dan Sedekah Muhammadiyah Pusat. Jejaring LAZIS
Muhammadiyah adalah konsolidasi lembaga-lembaga pengelola zakat
infak sedekah yang bersepakat bersama  LAZIS Muhammadiyah
mewujudkan masyarakat utama (baldatun tayyibah) dan merupakan
bentuk korporasi lembaga-lembaga pengelola ZIS yang terdiri atas institusi
teritori kabupaten/kota dan perusahaan/institusi dalam koordinasi LAZIS
Muhammadiyah."

LAZISMU Ponorogo disahkan dan langsung berada di bawah naungan
Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat pada tahun 2008. Untuk
menciptakan brand image lembaga, LAZISMU mencantumkan nama

Muhammadiyah diikuti nama daerah atau kabupaten sebagai salah satu

12 Sumber : Dokumen kantor LAZ1ZMU Ponorogo.
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bentuk komunikasi publik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing daerah teritorial.
3) Visi dan misi :
Visi : Menjadi lembaga pengelola zakat terpercaya.
Misi:
a) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan
transparan.
b) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
c) Optimalisasi pelayanan donatur.
Dalam mengemban visi serta misi lembaga, LAZISMU Ponorogo bertekad
untuk:
a) Membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif
gerakan pemberdayaan masyarakat.
b) Menumbuh kembangkan jaringan lembaga pemberdaya masyarakat.
¢) Menumbuh kembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat.
d) Menumbuh kembangkan dan mendayagunakan masyarakat yang
berbasis kekuatan sendiri.
e) Mendayagunakan program rescue rehabilitasi, dan pemberdayaan untuk
mengembangkan kemandirian.
f) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah

dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.
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g) Memberikan pelayanan informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat

penerima manfaat (beneficiaries).

b. Data pengelolaan

1) Planning

Garis beasar pogram kerja LAZISMU Ponorogo 2010 —2015 difokuskan

pada optimalisasi penghimpunan dana zakat infak dan sedekah, dan

pendayagunaan produktif yang terdiri atas beberapa bidang.

Program penghimpunan dan aptimalisasinya dilakukan dalam :

a)

b)

d)

Sosialisasi kepada masyarakat melaui rumah ke rumah berdasarkan data
referensi warga Muhammadiyah dan simpatisan.; dan publikasi dengan
membagikan majalah Matahari terbitan LAZISMU pusat untuk
memantapkan eksistensi LAZISMU Ponorogo.

Layanan jemput zakat yang diberikan kepada muzaki melalui call senter
aktif untuk pejemputan donasi ZIS. Mengambil donasi tepat waktu
sesuai kesepakatan ‘amil dengan donatur/ muzaki.

Kerjasama dengan organisasi otonom seperti Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah untuk sosialisasi dengan masyarakat.

Kerjasama dengan jaringan amal usaha Muhammadiyah seperti
Swalayan Surya, RSU Aisiyah, panti-panti asuhan dan perguruan

Muhammadiyah yang tersebar di kota dan kecamatan.

Strategis  program  penyalurannya  difokuskan  pada  program

pendayagunaan produktif yang terdiri atas :
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a) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Micro Economic Empowerment)
Program ini bertujuan untuk membangun mental kewirausahaan
bercirikan kemandirian, sehingga masyarakat kelompok ekonomi lemah
mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Bentuk-bentuk kegiatan dari program tersebut diantaranya :
1) Penyaluran bantuan modal bergulir kepada masyarakat tanpa
jasa/bunga dengan sceme tanggung renteng dan tanpa bunga.
2) Penyaluran bantuan bagi kelompok masyarakat yang sudah tidak
produktif (lanjut usia), dll

b) Pengembangan Pendidikan (Education Development)

Program ini bertujuan untuk meningkatan kualitas sumberdaya manusia
serta memberikan fasilitas dalam bidang pendidikan.

Bentuk-bentuk kegiatan yang termasuk program ini diantaranya

1) Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu.

2) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

3)Peningkatan kualitas sumberdaya pengajar dengan memberikan
fasilitasi seminar, workshop dll.

c) Pelayanan Sosial dan Dakwah (Social & Dakwah Services)

Tujuan dari program ini adalah membantu memecahkan permasalahan
sosial kemasyarakatan serta fasilitas lembaga-lembaga dakwah yang
ada dalam kelompok masyarakat. Sedangkan bentuk-bentuk

kegiatannya sbb :



136

1) Penyaluran  bantuan bagi  masyarakat yang tertimpa
musibah.Layanan Kesehatan bagi masyarakat ekonomi lemah .
2) Bakti sosial khitanan massal.
3) Bantuan sarana dan prasarana dakwabh.
4) Pelatihan untuk da’i.
5) Penyaluran tunjangan hidup dan bantuan permodalan usaha untuk
da’i.
2) Organizing
Pengurus LAZISMU Ponorogo Periode 2010-2015 telah dikukuhkan
dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo

nomor : 004/KEP/I111.0/D/2011 tertanggal 11 Mei 2011. Sebagai salah satu
Jejaring LAZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, LAZISMU Ponorogo

disahkan dan langsung berada di bawah naungan Pimpinan Muhammadiyah
setempat.

Susunan pengurus LAZISMU Ponorogo terdiri dari Badan Pengawas
dan Syariah dua orang; Badan Pelaksana terdiri dari pengurus harian,
seorang direktuur, seorang sekretaris, administrasi keuangan, Devisi
Penghimpunan dua orang, Devisi Program dan Penberdayaan.

3) Actuating
Program penghimpunan dan aptimalisasinya dilakukan dalam :
a). Sosialisasi kepada masyarakat melaui rumah ke rumah berdasarkan data

referensi warga Muhammadiyah dan simpatisan.; dan publikasi dengan
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membagikan majalah Matahari terbitan LAZISMU pusat untuk

memantapkan eksistensi LAZISMU Ponorogo.

b) Layanan jemput zakat yang diberikan kepada muzaki melalui call senter
aktif untuk pejemputan donasi ZIS. Mengambil donasi tepat waktu sesuai
kesepakatan ‘amil dengan donatur/ muzaki.

c) Kerjasama dengan organisasi otonom seperti Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah untuk sosialisasi dengan masyarakat.

d) Kerjasama dengan jaringan amal usaha Muhammadiyah seperti Swalayan
Surya, RSU Aisiyah, panti-panti asuhan dan perguruan Muhammadiyah
yang tersebar di kota dan kecamatan.

Dari strategi dan pola yang dikerjakan LAZISMU dalam melaksanakan
program penghimpunan ZIS pada tahun 2013 dan 2014, hasilnya
perolehannya sebagai berikut:™

Tabel: 4.3.

Hasil Penghimpunan ZIS Tahun 2013 dan 2014

No | Jenis Dana Tahun 2013 Tahun 2014

1 | Zakat 30.208.908,- 47.016.630,-

2 Infak dan Sadaqah 61.543.950,- 76.543.870,-
Jumlah 91.752.858,- 123.560.500,-

13 Zulkarnaen, S.Pd.l, Direktur pelaksana LAZISMU Ponorogo. Wawancara, Ponorogo, 24 April
2014. dan Laporan tahunan LAZISMU Ponorogo 2014.
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Adapun pelaksanaan program penyalurannya dalam pendayagunaan produktif

yang terdiri dari beberapa macam, hasilnya sebagi berikut:

Tabel 4.4.

Kegiatan Penyaluran

No | PROGRAM &TUJUAN BENTUK KEGIATAN NOMINAL
1 | Pemberdayaan ekonomi | Pinjaman modal bergulir Rp 5.500.000,-
masyarakat.Untuk untuk 3 usaha kecil
membangun
kewirausahaan dan
kemandirian ekonomi
2 | Pengembangan Bantuan beasiswa untuk 13 | Rp 12.017.000,-
pendidikan .Untuk siswa/mahasiswa, biaya
peningkatan sumberdaya | operasional TK-BA
manusia
3 | Pelayanan sosial dan Bantuan untuk 12 panti Rp 37.220.000,-
dakwah. Untuk asuhan, bantuan kegiatan
membantu pemecahan Pengurus Daerah dan 7
masalah sosial dan Pengurus Cabang
memfasilitasi kegiatan Muhammadiyah
dakwah.

4) Controlling

Pengendalian /controlling terhadap kinerja LAZISMU terwujud dari
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adanya Badan Pengawas Syariah dan afiliasinya di bawah IAZISMU pusat
dan di bawah Perserikatan Muhammadiyah Pimpinan Pusat atau Pimpinan
Daerah Muhammadiyah mendorong pengelolaan zakat oleh LAZISMU,
mengawasi, menertibka, memonitor dan mebimbing LAZISMU Daerah
Kabupaten. LAZISMU Pusat memberlakukan wajib lapor dan setoran 60%
untuk daerah dan 40 % untuk wilayah. Kemudian wilayah melapor ke pusat.

Berikut petikan wawancara dengan Zukarnaen, ketua Badan Pelaksana
LAZISMU Ponorogo:

..... Untuk menertibkan perzakatan PP Muhammadiyah sejak 4 bulan

yang lalu telah membuat surat edaran yang mengatur bahwa pengelolaan
zakat infak dan sedekah semuanya harus melalui LAZISMU., agar semua
potensi bisa dipotret dan dipetakan.
Dengan regulasi baru. maka komando dari pusat diberlakukan setoran dan
laporan dari bawah. Kewajiban pembagian setoran 60 % untuk Daerah 40 %
untuk Wilayah kemudian Wilayah melapor ke pusat. Secara umum
mekanisme itu tidak ada masalah. Hanya kadang-kadang ada kesulitan teknis
penerapannya karena harus seragam dari pusat,sedangkan daerah mempunyai
kondisinya masing-masing. Dalam rapat koordinasi kelihatan yang kecil
hasilnya minder dan menjadikan hambatan komunikasi dan kekurang
nyamanan.**

LAZIS Muhammadiyah Ponorogo sebagai bagian dari jejaring Lembaga
Amil Zakat Nasional yang berafiliasi kepada Perserikatan Muhammadiyah
sebenarnya mempunyai peta potensi zakat yang besar untuk menghimpun
dana zakat infak dan sedekah, bahkan wakaf dan dana-dana lainnya. Di dalam
Perserikatan Muhammadiyah Ponorogo ada beberapa unit amal usaha yang

dapat menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar yang bisa dikumpulkan

zakatnya di LAZISMU. Unit-unit amal usaha itu di antaranya Rumah Sakit

14 Zukarnaen ketua Badan Pelaksana LAZISMU Ponorogo, Wawancara, Ponorogo, 30 Juni 2016.
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Umum Aisyiah, Perbankan Rasuna, Koperasi Jasa Keuangan Baitul Mal
Wattamwil (BMT), usaha dagang Swalayan Surya yang tersebar di hampir
setiap kecamatan, lembaga pendidikan dari Universitas, SMU/SMK , SMP,
MTs, SD/MI sampai TK. dan panti asuhan. Sekedar ilustrasi, Bank Rasuna
Muhammadiyah setiap tahunnya dapat menyetor Rp 13 juta kepada kas
bendahara Pengurus Daerah Muhammadiyah, yang dilaporkan sebagai
pemasukan kepada LAZISMU. Rumah Sakit Umum Aisyiah dapat
menggalang zakat profesi dari para dokter dan pegawai rumah sakit sampai
sebesar Rp 700 juta pertahun yang dikordinir oleh UPZ nya. Dengan
demikian, terkait dengan peraturan baru tentang batas minimal perolehan
penghimpunan LAZ daerah, tidak lagi menjadi masalah.

LAZISMU Ponorogo, dengan berafiliasinya kepada Perserikatan
Muhammadiyah, mempdapatkan beberapa kemudahan. (1) Dalam aspek
pemrograman sudah tidak perlu menyusun sendiri tetapi tinggal mengadopsi
atau melaksanakan program yang sudah dibuat di tingkat pusat, tinggal
menggeser ke daerah-daerah.Termasuk di dalamnya pedoman fuindraising
dan dan penyalurannya. (2) Dengan berafiliasi mendapatkan monitoring dan
evaluasi baik dalam laporan keuangannya maupun Kkinerjanya. (3) ada
suasana kompetitif (fastabiqu al-khayrat) dan persaingan sehat antar daerah,
sehingga bisa saling terpacu untuk maju, dan sharing pengalaman.

Prestasi yang dicapai LAZISMU Ponorogo mengacu kepada beberapa

hal yang merupakan kiat-kiat keberhasilannya. (1) karena menginduk kepada
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organisasi masa yang besar yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia
bahkan samapi di luar negeri. (2) bonafiditas lembaga sehingga menciptakan
trust di kalangan muzaki dan donatur lainnya. (3) adanya upaya-upaya
perbaikan manajemen dan kinerja lembaga, yang pada gilirannya menaikkan
hasil kerja. (4) Kedekatan antara muzaki dengan lembaga kareana fanatisme
atau ikatan organisasi.

Namun demikian di samping kemudahan karena berafiliasi kepada ormas
besar, juga ada negatifnya, yaitu kendala sosiologis pada tataran teknis.
Seragamnya aturan dan SOP dari pusat dan wilayah terkadang menimbulkan
kesulitan pada tingkat teknis di daerah untuk mengukuti standar nasional, dan
menimbulkan hambatan komunikasi. Unit-unit amal usaha yang banyak
jumlahnya itu biasanya masing-masing mempunyai Unit Pengumpul Zakat
(UPZ) belum semuanya bisa dikordinasi dalam wadah LAZISMU Ponorogo,
sehingga potensi zakat yang sebenarnya besar itu belum bisa dikelola secara
maksimal. Proporsi pembagian setoran antara daerah dan wilayah 60 % : 40

% belum sepenuhnya disepakati.

c. Temuan Penelitian
Dari paparan data LAZISMU Ponorogo ditemukan beberapa fakta dan

keunikan pada dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan aspek pengelolaan.
Pada temuan aspek kelembagaan, sejumlah informasi empirik diinduksikan
sebagai konsep yang disusun dalam proposisi kelembagaan. Demikian pula

pada temuan aspek pengelolaan.
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1) Proposisi kelembagaan:

a) LAZISMU Ponorogo sampai tahun 2014 sudah berusia 5 tahun dari
berdirinya atau 4 tahun dari pengukuhan resmi legalitasnya ini sudah bisa
disebut mapan walau pun sarana prasarananya masih belum memadai.
Legalitas kelembagaan sudah terpenuhi, menginduk kepada legaitas
LAZISMU Pusat, dan LAZISMU Ponorogo bagain dari jejering
LAZISMU secara nasional. Dalam sekian tahun usianya itu LAZIS
memadai. Terbukti dari beberapa kali perpindahan kantornya, dan yang
saat ini masih menggabung di kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah, JI.
Jawa NO. 38 Ponorogo.

b) Visi misi. Visi LAZISMU Ponorogo yang dirumuskan “Menjadi lembaga
pengelola zakat terpercaya”, sudah sesuai dengan fungsi kelembagaannya
seperti yang kemudian dijabarkan dalam poin-poin rumusan misinya dan
poin-poin rumusan tujuannya.

2) Proposisi pengelolaan:

a). Program kerja pokok dan rinci sudah disusun rapi, terdiri dari program
penghimpunan dana ZIS dengan sosialisasinya, dan program-program
pendistribusiannya dalam peberdayaan dana-dana tersebut.

b). Formasi pengurus LAZISMU Ponorogo sudah terdiri dari bagian-bagian
yang diperlukan sesuai regulasi zakat. Terdapat Badan pengawas dan
syari’ah, Badan Pelaksana lengkap dengan Devisi Penghimpunan dan

Devisi Program Pemberdayaan. Personil Dewan Pelaksananya sudah
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terdiri dari para praktisi operasional, belum secara spesifik dipersiapkan
secara profesional untuk menangani pengelolaan zakat zakat, karena masih
sambilan. Tetapi meskipun demikian masih bisa disebut solid karena ada
poin positif. Mereka mempunyai etos kerja yang baik karena dalam
organisasi Muhammadiyah ada elan vital-nya yaitu Theologi a/-Ma’un

yang direfleksikan - di antaranya - dalan filantropinya.™

. Hasil kerja sebagaimana dilaporkan dan laporan umum keuangannya,

pendistribusiannya ditekankan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat,
pengembangan pendidikan dan pelayanan sosial dan dakwah cukup positif
untuk terus dikembangkan. Potensi zakat di kalangan Muhammadiyah
sebenarnya relatif besar, tetapi karena kendala sosiologis, maka hasilnya

belum maksimal.

d) Controlling atau pengendalian terhadap LAZISMU terlaksana dengan

adanya afiliasi di bawah LAZISMU pusat dan Perserikatan
Muhammadiyah serta kewajiban mengikuti semua kebijakan dan SOP dari

pimpinan pusat dan daerah Muhammadiyah.

3. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama

a. Data kelembagaan

> Ahmad Munir, pengurus PD Muhammadiyah Ponorogo.Wawancara, Ponorogo, 6 September

2015.
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1) Nama lembaga: Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama
Kabupaten Ponorogo atau biasa disingkat LAZIS NU Kabupaten Ponorogo
Jawa Timur. LAZIS-NU Ponorogo adalah lembaga pelaksana program
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’ (PCNU) Ponorogo yang bergerak
mengelola zakat, infak dan sedekah. Mandat pengelolaan zakat, infak dan
shodagoh yang diberikan kepada LAZIS-NU adalah segala hal upaya
mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan kemudian menyalurkan
kepada yang berhak (mustahik). Dalam penyalurannya LAZIS-NU
bekerjasama dengan lembaga atau organisasi pelaksana baik di lingkungan
Nahdlatul Ulama atau di luar lingkungan Nahdlatul Ulama’. Alamat kantor
berpindah-pindah. Tahun 2013 masih di komplek Masjid NU JI Sultan
Agung Ponorogo. Tahun 2015 sudah pindah di Kantor Pengurus Nahdlatul
Ulama Kabupaten Ponorogo JI. KH Ahmad Dahlan No. 60 Ponorogo. Tlp.
0352481486.

2) Status legalitas kelembagaan.

a) LAZIS NU Ponorogo didirikan pada tahun 2008, dengan nama Pimpinan
Cabang Lajnah Zakat Infak & Sedekah LAZIS NU, beralamat di JI. Sultan
Agung No. 83 Ponorogo, diketuai oleh Matsari sampai tahun 2013.%
Kemudian diremajakan dan dikukuhkan sebagai LAZIS NU Ponorogo, pada

tahun 2014 dengan SK Nomor : 41/PC/A.II/L-19/V/2014 tentang

' Matsari, Ketua Pimpinan Cabang Lajnah LAZISNU, Wawancara, Ponorogo 16 Desember
2013.
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Pengesahan Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah
Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Masa Khidmat 2014-2019.

b) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 61 Tertanggal 16
Februari 2006 Tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infak dan
Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

c) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor  AHU-04005.50.10.2014 Tertanggal 22 Juli 2014 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Lembaga Amil Zakat Infak dan
Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

d) SK PCNU Ponorogo Nomor : 41/PC/A.11/L-19/V/2014 tentang Pengesahan
Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul
Ulama (LAZISNU) Masa Khidmat 2014-2019. Dikukuhkan oleh Pimpinan
Pusat LAZISNU PBNU dengan Surat Pengukuhan Nomor
05/SP/PP/LAZISNU/V/20153)

3) Visi dan Misi*’
Visi : “Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak,
sedekah, CSR, dan lain-lain) yang didayagunakan secara amanah dan
profesional untuk kemandirian dan kesejahteraan mustahik.”

Misi:

a) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat,

infak, dan sedekah dengan rutin (istigomah)

17 http://Lazisnuponorogo.or.id.tentangkami, tanggal 10 Nopember 2015.
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b) Menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan
sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran

c) Mentasarufkan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional,
transparan, tepat guna dan tepat sasaran kepada mustahik.

d) Membantu memenuhi hak-hak mustahik sehingga bisa lebih mandiri dan
sejahtera

e) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi
problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang
layak.

b. Data pengelolan
1) Planning
Program kerja: LAZISNU Ponorogo terdiri dari penghimpunan dana ZIS dan
pendistribusiannya dalam bentuk-bentuk layanan mustahik dan pemberdayaan
masyarakat.

a) NU CARE. yaitu program layanan mustahik berupa bantuan langsung
sosial kemanusiaan, antara lain : bantuan hidup, bantuan kesehatan,
bantuan ibnu sabil, bantuan tanggap darurat bencana alam, dan bantuan
sosial serta bantuan aksi kemanusiaan lainnya. Program ini dirancang
untuk membantu kebutuhan masyarakat pada kondisi tertentu dan bersifat
bantuan langsung (emergency).

b) NU SMART. Program layanan mustahik berupa bantuan biaya pendidikan

dan beasiswa kepada para siswa, santri, dan mahasiswa dari keluarga tidak
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mampu. Program ini dirancang untuk membantu kebutuhan masyarakat
pada kondisi tertentu dan bersifat bantuan langsung (emergency).

¢) NU SKILL. Program layanan mustahik berupa pembekalan keterampilan
untuk anak-anak yatim dan dhuafa putus sekolah yang masih usia
produktif, sehingga memiliki bekal untuk bekerja. Program ini dirancang
dalam sebuah kegiatan Pusat Pemberdayaan Umat (PPU) dibeberapa
MW(C dan Ranting.

d) NU PRENEUR. Program layanan mustahik berupa pemberdayaan
ekonomi mikro dan pendampingan melalui pemberian bantuan modal
usaha bergulir. Program ini dirancang dalam sebuah kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PMM) dibeberapa MWC dan
Ranting.

e) NU FAMILY. Program Gerakan Nahdlatul Ulama Orang Tua Asuh
(GNUOTA). Program ini dirancang untuk memfasilitasi masyarakat yang
mempunyai kemampuan dan berkeinginan menjadi orang tua asuh
dilingkungan Nahdlatul Ulama.

2).0rganizing

LAZISNU Ponorogo ditata dalam struktur kepengurusan terdiri dari Penasihat

tiga orang, Pengurus Harian tiga orang, dan Petugas Lapangan tiga orang.

Rincian kepengurusan untuk sementara waktu belum sempurna secara

definitif.

3) Actuating
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Penghimpunan dana dilaksanakan oleh tiga petugas pengumpul zakat di
lapangan. Tenaga pengumpul zakat dari muzaki di lapangan ini masih belum
mampu menjangkau muzaki yang tersebar di semua wilayah Ponorogo. Hasil
pengumpulan zakat itu didistribusikan kepada mustahik dalam beberapa
bentuk penyaluran seperti NUSmart, NUSKill, NUPreneur dan GNUOTA.
Hasil kerja tersebut dapat dilihat dalam laporan keuangan 31 Agustus 2015
sebaagaimana tabel berikut:*®
Tabel: 4.5.

Penerimaan dan Penyaluran Dana
Penerimaan Dana

No Jenis Dana Periode Nominal
1 Zakat infak dan | ...sampai Desember Rp 7.500.000,-
sedekah 2014
Januari — April 2015 Rp 11.000.000,-
Mei 2015 Rp 128.306.390,-
Juni 2015 Rp 5.200.000,-
Juli 2015 Rp 34.900.000,-
Agustus 2015 Rp 4.080.000,-
2 Bagi Hasil - Rp 25.452,-
Perbankan
3 Non Syar’i - Rp 400.000,-
Jumlah Rp 191.412.570,-

'8 http://lazisnuponorogo.or.id/tentang-kami. Tanggal 10 Nopember 2015.


http://lazisnuponorogo.or.id/tentang-kami.%20Tanggal%2010%20Nopember%202015
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No | Program Rincian Jumlah
1 Pendayagunaan | NU Care
ZIS Bantuan persalinan di RSU Rp 2.544.900,-

Muslimat
Bedah rumah, sembako di Rp 11.800.000,-
desa Trisono
Khitanan masal gratis Rp 5.000.000,-
Paket sembako di ds. Karang | Rp 6.500.000,-
Patihan Balong
Paket sembako untuk abang Rp 6.000.000,-
becak, TPA/TPQ
Zakat untuk Dhu’afa, panti Rp 7.500.000,-
asuhan
Paket sembako di ds Dayakan | Rp 10.500.000,-
Badegan
Paket sembako di ds Rp 12.000.000,-
Sukomulyo Balong
NU Skill Rp 5.000.000,-
NU Family -
Jumlah Rp 66.844.900,-

2 Operasional dan | Pengadaan kebutuhan kantor | Rp 4.500.000,-
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Administrasi

Lembaga

mebel, komputer (ATK)

Cetak brosur, map,amplop dan | Rp  3.450.000,-
kwitansi

Hr. PPZ bin Juni s/d Agustus | Rp  7.615.000,-
2015

Administrasi perbankan Rp 82.377,-

Jumlah

Rp 15.647.377,

Jadi:
Pemasukan Dana
Penyaluran Dana

Saldo

: Rp 191.412.570,-
:Rp 82.492.277,-

© Rp 108.920.293 -

*Sumber data : Laporan Keuangan LAZISNU Cabang Ponorogo per 31 Agustus
2015, diunduh dari http://lazisnuponorogo.or.id/tentang-kami. Tanggal 10 Nopember

2015.

4) Controlling

LAZIS Nahdlatul Ulama Ponorogo merupakan bagian dari LAZISNU Pusat.

Dengan berafiliasi di bawah struktur ormas besar di Indonesia yaitu

Nahdlatul Ulama’, LAZISNU mempunyai kemudahan: (1) adanya potensi

besar dalam penghimpunan zakat dari jama’ah anggota NU. (2) adanya

kultur jama’ah NU dalam pengelolaan zakat infak sedekah selama ini di

desa dan kecamatan. menimbulkan optimisme untuk bisa dikelola dengan

baik untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.



http://lazisnuponorogo.or.id/tentang-kami.%20Tanggal%2010%20Nopember%202015
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Di sisi lain berafiliasi di bawah ormas juga ada negatifnya:yaitu (1)
adanya kultur dominasi perseorangan sehingga sangat sulit merubah
paradigma masyarakat NU agar mau menyalurkan dana zakatnya ke LAZIS
NU. (2) adanya dominasi struktur organisasi wilayah — pusat sebagai
pemegang kebijaksanaan yang kadang menjadi hambatan di tingkat daerah.
Tentang hubungan LAZISNU Ponorogo dengan induk LAZISNU pusat dan
afiliasinya di bawah organisasi NU dituturkan oleh Sumarlin sebagai
berikut:

..... Pada prinsipnya , sebenarnya LAZISNU sudah ada sejak lama kurang
lebih sepuluh tahun yang lalu. Ikut dalam struktur organisasi NU, dari PB,
PW dan PCNU, berbeda dengan Muhammadiyah dalam bidang organisasi,
sehingga membuat tatakelola dan manajemennya berbeda pula.

Kultur Kita sejak mbah-mbah dahulu sedekah di lingkungannya masing-
masing. Nah PB NU dalam hal ini ingin mengelola bagaimana ke depannya
agar potensi itu bisa dikelola, dimaksimalkan untuk pemberdayaan dan
kesejahteraan umat.

Sejak lima tahun terakhir, sesudah Muktamar Jombang di NU ada
usaha revitalisasi termasuk di Ponorogo, tetapi di Ponorogo baru berjalan
satu tahun. Lazisnu Ponorogo baru setahun dibenahi dengan konsep BAZ
(Badan Amil Zakat). Karena baru dibenahi kantornya juga masih
sementara.ldealnya nanti ada kantor tersendiri untuk Lazisnu..Lembaga
Kerja di NU itu konsep awalnya konsep lembaga keuangan orang kafir .
Kemudian ada upaya penguatan lembaga, dan SDM nya. Alhamdu lillah
belum satu tahun sudah mendapat kepercaan jamaah.*®

c. Temuan penelitian
Dari paparan data LAZISNU Ponorogo ditemukan beberapa fakta dan

keunikan pada dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan aspek kinerjanya. Pada

19 Sumarlin, ketua LAZISNU Ponorogo, Wawancara, Ponorogo, 24 Juli 2016.
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aspek kelembagaan dan kinerja, sejumlah informasi empirik diinduksikan sebagai
konsep yang disusun dalam proposisi kelembagaan dan kinerjanya.
1) Proposisi kelembagaan:

Usia LAZISNU Ponorogo sampai pada tahun 2014 sudah 7 tahun. Tetapi dalam

5 tahun pertama masih belum disyahkan, dan belum bekerja secara intensif,

dan hanya mengelola zakat maal dari masyarakat sekitar masjid NU JI. Sultan

Agung Ponorogo. Pada tahun 2014 LAZSNU Ponorogo dikukuhkan dengan

SK Pengurus Cabang NU Ponorogo Nomer: 41/PC/A.1I/L-19/V/2014,

sehingga mempunyai legalitas yang tetap. Sarana prasarananya belum

memadai, kantor sekretariat sampai saat ini masih menggabung di kantor

Pimpinan Cabang, JI. Ahmad Dahlan No. 60 Ponorogo.

a) [Formasi pengurus terdiri dari : Penasihat 3 orang, Pengurus harian (ketua,
sekretaris, bendahara) 3 Orang. Rincian bagian-bagian atau devisi-devisi
lembaga amail zakat belum ada. Sehingga kepengurusan ini belum ideal,
belum memadai, profesionalitasnya rendah.

b) Visi misi. . Rumusan visi yang intinya “Bertekad menjadi lembaga
pengelola dana masyarakat ZIS, CSR, dan lain-lain) yang didayagunakan
secara amanah dan profesional untuk kemandirian dan kesejahteraan
mustahik.”sudah sesuai dengan fungsi LAZIS dan sudah sinkron dengan
rumusan misinya.

2) Proposisi pengelolaan
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a) Program kerja LAZISNU Ponorogo sudah ada dan dirinci. Terdiri dari
program penghimpunan dana dari muzaki/donatur; dan penyaluran yang
dijabarkan dalam program-program pemberdayaan masyarakat mustahik.
Pengurus LAZISNU, terutama tenaga pelaksana pengumpulan zakat
terlalu sedikit, sehingga profesionalitasnya patut dipertanyakan.

b) Hasil kerja seperti yang tercantum dalam laporan keuangan terdapat
beberapa kejanggalan. Yaitu bahwa penyaluran berupa pendayagunaannya
hanya 43 % dari hasil penghimpunan. Perihal asal dana ada yang disebut
non syar’i, yang berati elegal, atau haram..

c) Pengendalian/controlling dalam LAZISNU ini kurang maksimal.
Meskipun dalam susunan pengurus ada penasihat namun kerjanya juga

tidak maksimal.

4. Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera ( LAZ-US)
a. Data kelembagaan
1) Nama lembaga : Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo.LAZ Umat
Sejahtera ini telah memiliki kantor bertempat di Komplek Pasar Legi
Selatan Lt. 2 Blok AD 01-02 JI. Soekarno Hatta Ponorogo Jawa Timur. Tlp.
(0352)461759. LAZ Umat Sejahtera ini merupakah lembaga sosial murni
(lembaga swadaya masyarakat) non profit, berkomitmen dalam kerjanya

untuk khidmatul ummah, melayani masyarakat agar mendapat berkah dari
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Allah. ® Tentang kelembagaan LAZ Umat Sejahtera dijelaskan oleh
direkturnya sebagai berikut:

........ LAZ Umat Sejahtera ini lembaga swadaya masyarakat murni non
profit, kita mendirikan ini berangkat dari komitmen untuk khidmatul
ummah, melayani masyarakat, khususnya dalam melaksanakan kewajiban
zakat. Supaya mereka dapat melaksanakan zakatnya dan menyalurkannya
kepada yang berhak menerimanya, sehingga lebih berdayaguna dan
bermanfaat, mendapat barokah dari harta yang dimiliki.

Secara kelembagaan kita legal formal. Mulai operasi tahun 2002, kemudian
pendapatkan SK badan hukum tahun 2006. Kantor sekretariatnya pertama
dulu di rumah Pak Sudibyo.kemudian akhirnya menyewa kontrakan ruko di
Pasar Legi ini

Problema yang kami hadapi banyak. Sumber daya manusia (SDM) di
lapangan yang dibutuhkan tidak mudah didapat. Rekruuitmen anggota
donatur baru agak tersendat. Kita lebih banyak mempetahankan yang lama
dengan komunikasi yang baik. Problema lain masalah Undang-undang
Zakat yang belum jelas petunjuk pelaksanaannya, dan terasa berbenturan
dengan apa yang sudah selama ini berjalan di LAZ ini. LAZ ini sudah
berjalan dan berprestasi.Nanti kita harus menyesuaikan dengan peraturan
dan undang-undang terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus kita
penuhi, yang tidak mudabh.....

2) Status kelembagaan : Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo
lembaga yang didirikan sejak 5 Nopember 2002, dan resmi mandapatkan
pengesahan sebagai Lembaga Amil Zakat pada tahun 2006 dengan Akta
Notaris : Sutomo, SH. No. 03, Tanggal 05April 2006. Kelahiran LAZ Umat
Sejahtera Ponorogo terinspirasi dari rasa keprihatinan dari sebagian
masyarakat atas beberapa permasalahan di antaranya:

a) Pemberdayaan masyarakat, khususnya umat Islam dan pengentasannya

dari kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan.

2% Iman Nurdin Devisi Program dan Penyaluran LAZ Umat Sejahtera, Wawancara, Ponorogo, 8
September 2013.
2! Ichwan Andrianto Direktur LAZ Umat Sejahtera, Wawancara, Ponorogo, 7 September 2013.
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b) Pelayanan Amil Zakat Nasional di daerah dirasakan masih sangat minim.

c) Pengelolaan ZIS selama ini sangat minim dan dengan pengelolaan yang
sangat terbatas dan kurang professional, padahal sebenarnya potensi ZIS
yang sangat besar.

d) Kesadaran masyarakat dalam berzakat masih sangat rendah.

3) Visi dan Misi :

Visi: Menjadi lembaga pengelola dan konsultan zakat, infak dan sedekah

yang independent, amanah serta profesional. Independen: tidak terkait

dengan organisasi / partai politik apapun. Amanah: menjalankan tugas dan

kewajiban sesuai tujuan dan harapan muzaki/donatur. Profesional:

bertanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan tugasnya dengan

segala konsekuensinya.

Misi: Membangun ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan kesejahteraan

ummat dalam naungan llahi.

b. Data Pengelolaan
1) Planning

Program kerja LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo tertuang dalam 2 program

pokok, yaitu pengumpulan dana zakat infak dan sedekah, dan

penditribusiannya.

a) Program penghimpunan dana dari muzaki dan donatur didukung dengan

sosialisasi program melalui beberapa pendekatan, seperti komunikasi

langsung dengan masyarakat, penyebaran brosur, bulletin dsb.
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b) Pendistribusian dana ZIS, dalam beberapa jenis program, yaitu:

(1) Beasiswa Generasi Cerdas (Pendidikan).

(2) Masyarakat Sejahtera Mandiri (Ekonomi)

(3) Layanan Rumah Sehat (Kesehatan)

(4) Program khitanan masal (Kesehatan)

(5) Peduli Guru (Pendidikan)

(6) Layanan Dakwah (Da’wah)

(7) Senyum Anak Yatim dan Dhuafa’ (Sosial)

(8) iaga Penanggulan Bencana (Sosial)

(9) Siaga Pangan dan gizi (Sosial)

(19) Peduli Dunia Islam (Da’wah)

(11) Qurban Peduli (Da’wah)

(12) Wakaf Produktif (Da’wah)

2) Organizing

Susunan pengurus Lembaga Amil Zakat “Ummat Sejahtera” Kab. Ponorogo,
terdiri dari: Dewan Syari’ah, empat orang, Pelaksana Harian, terdiri dari
seorang direktur; dua orang Divisi Kesekretariatan, seorang Divisi IT Supporty
System, seorang Divisi accounting. tiga orang Devisi Humas, sembilan orang
Divisi Marketting sebagai petugas lapangan untuk penghimpunan dan
penyaluran; dan tiga orang Devisi Program dan Pemberdayaan. Struktur

organisasinya LAZ ini ditentukan berdasakan kebutuhan lembaga, dan
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penyesuaian struktur dengan sumberdaya manusia (SDM) nya dapat dilakukan
kapan saja sesuai dengan situasi dan kondisi.
3) Actuating

Pelaksanaan program-program LAZ Umat Sejahtera didukung oleh tenaga-
tenaga sumber daya manusia yang memiliki etos kerja yang prima, ikhlas jujur
dan semangat juang yang tinggi.

Sebagai gambaran global hasil program kerja tsb, dipaparkankan tabel
penghimpunan dan pedistribusian dana Z1S sebagai berikut:**

Tabel:4.6.

Rekapitulasi Pengumpulan dan Pendistribusian.

No. | Tahun | Pengumpulan Pendistribusian

1 2007 Rp 199.964.300,- Rp 177.922.400,-
2 2008 Rp 253.880.700,- Rp 226.311.200,-
3 2009 Rp 444.741.500,- Rp 414.435.100,-
4 2010 Rp 474.777.600,- Rp 442.265.700,-
5 |[2011 Rp 524.969.500,- Rp 505.183.300,-
6 2012 Rp 572.234.200,- Rp 537.997.100,-
7 | 2013 Rp 576.854.800,- Rp 562.690.000,-
8 2014 Rp 583.579.600,- Rp 565.109.000,-

22 Sumber: Dokumen Kantor LAZ Umat Sejatera. Tahun 2015..
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Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera sesuai visinya merupakan LAZ
yang independen didirikan atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang
bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial dan kemaslahatan umat
Islam. Dengan kemandiriannya, LAZ Umat Sejahtera tidak bergantung pada
siapapun, sehingga tidak ada intervensi dari birokrasi atau kepentingan
organisasi atau partai politik, dan terdorong untuk lebih aktif dan kreatif.

Di samping kelebihannya karena kemandiriannya ada kekurangannya:
LAZ Umat Sejahtera tidak dapat menggunakan sarana prasarana
pemerintah.dan pengawasan dari DSN (Dewan Syariah Nasional) atau
BAZNAS kurang maksimal.

Kebijakan operasional LAZ Umat Sejahtera ditentukan oleh sedikit orang
menurut kewenangan yang ditentukan.
Persaingan dengan lembaga sejenis memdorong LAZ Umat Sejahtera untuk
selalu memperbaiki program-programnya dan berusaha memberikan pelyanan
yang terbaik bagi mustahik.dan du‘afa’.
Dengan kemandiriannya LAZ ini lebih proaktif berkomonikasi dengan
masyarakat dan berusaha meyakinkan muzaki dan calon muzaki tentang
akuntabilitas program.

4. Controlling
Kekuatan pengendalian/ controlling dan pengawasan pada LAZ Umat
Sejahtera ini terletak pada dua hal. Pertama, adanya Dewan Syariah dalam

susunan pengurus yang selalu mengontrol kinerja lembaga. Kedua —dan ini
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lebih penting- adanya internal controlling atau rigabah dakhiliyyah, yaitu
komitmen pelaksananya untuk menjaga moralitas, kemandirian, amanah dan

profesionalitas.

c. Temuan Penelitian

Dari paparan data LAZ Umat Sejahtera Ponorogo ditemukan beberapa fakta
dan keunikan pada dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan pengelolaan.. Pada
dua aspek itu sejumlah informasi empirik diinduksikan sebagai konsep yang
disusun dalam proposisi kelembagaan dan pengelolaan
1) Proposisi kelembagaan:

a) LAZ Umat Sejahtera di tahun 2014 sudah berusia 12 tahun dari permulaan
berdirinya, dan 8 tahun sejak dari pegukuhan legalitasnya dengan
diterbitkannya akte notaris 5 April 2006. Saat ini sudah mememiliki sarana
prasarana yang representatif, kantor berupa 2 unit ruko di Komplek Pasar
Legi Selatan Lt. 2 Blok AD 01-02 JI. Soekarno Hatta Ponorogo Jawa Timur.
Tlp. (0352)461759. Dengan demikian status LAZ Umat Sejahtera ini
merupakan lembaga pengelola zakat yang cukup legal formal dan kuat.

b) Visi misi. Visi LAZ ini cukup jelas, relefan dengan fungsinya.” Menjadi
lembaga pengelola dan konsultan zakat, infak dan sedekah yang
independent, Amanah serta Profesional”. Hanya saja rumusan misinya yang
berbunyi “Membangun ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan kesejahteraan
ummat dalam naungan Ilahi” terlalu umum, tidak merupakan jabaran dari

Visi.
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2) Proposisi pengelolaan

a) Program kerja LAZ Umat Sejahtera rapi ,baik, dan rinci. Program

penghimpunan zakat didukung dengan pendekatan sosial, komunikasi
dengan masyarakat, publikasi bulletin laporan dsb.. Pelaksananya pengurus
yang diorganisir dalam devisi-devisi yang diperlukan. Jumlah personil tiap
devisi cukup banyak dan profesional pada bidangnya masing. Sehingga

pencapaiannya juga maksimal.

b) Formasi pengurus terdiri dari dewan syari’ah, dan pelaksana yang terdiri dari

seorang direktur dilengkapi dengan pengurus harian beserta devisi-devisi
yang diperlukan dalam LAZ,: Devisi kesekretariatan 2 orang, Devisi Humas
4 orang, Devisi Marketng 9 orang, Devisi Program dan Penyaluran 3 Orang,
Devisi Accounting 1 orang, Devisi IT Support System 1 orang, merupakan
personil SDM vyang profesional, menjadikan LAZ Umat Sejahtera ini
mapan dan solid. Etos kerja dan semangat kejuangan dari para pengurusnya

memperkuat kelangsungan lembaga ini.

c) Hasil kerja secara umum terlihat dari laporan keuangan selama 8 tahun.

d)

Pemberdayaannya optimal. Seperti dalam tahun 2014, pmberdayaan
mencapai 96 % dari dana masuk. (Rp 565.109.000,- dari Rp 583.579.600,-)
Pengendalian / controlling LAZ Umat Sejahtera ini sangat kuat karena

memiliki dan menerapkan double controlling atau al-rigabah al-
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muzdawijah® (dua pengawasan) yaitu a/-rigabah al-bashariyyah dan al-
rigabah  al-zattiyyah. Al-rigabah al-bashariyyah atau al-rigabah al-
kharijiyyah, (external controlling) vyaitu pengawasan formal dari Dewan
Syariah dan akuntansi yang baik dari Devisi Accounting. Sedangkan al-
rigabah al-zatiyyah atau al-rigabah al-dakhiliyyah (internal controlling)
lalah pengawasan informal dari hati nurani yang berupa komitmen
pelaksananya untuk menjaga moralitas iman, kemandirian, amanah dan

profesionalitas.

5. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo

a. Data kelembagaan®

1) Nama lembaga: Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah
(LAZNAS BMH Ponorogo. LAZNAS BMH Ponorogo adalah salah satu
cabang dari Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Pusat
(LAZNAS BMH PUSAT). Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga
amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, sedekah,
kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui
program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional.
LAZNAS BMH Cabang Ponorogo saat ini berkantor di JI. Semeru No. 32

Ponorogo.

? Al-rigabah al-muzdawijah atau double controlling adalah salah satu dari karakteristik ekonomi
Islam seperti yang ditulis oleh ‘Aliy Ahmad al-Salus dalam bukunya al-igtisad al-Islamiy wa al-
Qadaya al-Fighiyyah al-Mu‘asirah, h. 31; dan Hasan Sirriy dalam bukunya al-Iqtisad al-Islamiy,
h. 27.

% Nur Kholish Kepala Cabang, Teguh Santoso Devisi Program dan Pemberdayaan LAZNAS
Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo, Wawancara, Ponorogo, 3 Nopember 2015.
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2) Status legalitas kelembagaannya:

a) Padatahun 2001 Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan SK
Menteri Agama RI No. 538 tahun 2001 sebagai LAZNAS.

b) Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001
c) Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08-210 tanggal 15 April 2011
d) NPWP 2.028.581.3-002
e) lzin Domisili 018/SRHJ/1V/2011
f) Surat Izin Operasional 011.12510.13/1.848
Legalitas ini mengukuhkan BMH sebagai lembaga amil zakat nasional
(LAZNAS). Namun, kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal
berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan.
Sampai saat ini LAZNAS BMH telah mempunyai 54 kantor cabang di
seluruh Indonesia di 33 propinsi.
LAZNAS BMH Cabang Ponorogo dirintis pada tahun 2011, dengan nama
Baitul Maal Hidayatullah Kantor Kas Ponorogo, yang legalitas payung
hukumnya masih menginduk kepada Baitul Maal Hidayatullah Cabang
Surabaya sebagai Kordnator Wilayah Jawa Timur. Kemudian setelah
mengalami perkembangan, dikukuhkan resmi menjadi LAZNAS Baitul
Maal Hidayatullah Cabang Ponorogo, sebagai bagian dari Lembaga Zakat
Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK BMH Pusat No. 45/SK/-
HO/BMH/IV/2015.

3) Visi dan Misi
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Visi: Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam
memberikan pelayanan kepada ummat.
Misi:
a) Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama.
b) Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan
menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
c) Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.
b. Data pengelolaan
1) Planning
Program kerja pokok LAZNAS BMH Ponorogo, yaitu penghimpunan dana
zakat, infak, sedekah; dan penditribusiannya. Program penghimpunan dana
dari muzaki dan donatur didukung dengan sosialisasi program melalui
beberapa pendekatan, seperti komunikasi langsung dengan maqsyarakat,
penyebaran brosur, bulletin dsb. Pendistribusian Zakat di LAZ BMH
Ponorogo, dilaksanakan dalam beberapa bidang kegiatan.
a) Dakwah, yang meliputi:
(1) Da’i tangguh
(a) Tunjangan da’i. Adalah bantuan untuk tunjangan hidup da’i.
Begitu banyak da’i Hidayatullah yang telah dikirimkan ke seluruh
pelosok negeri. Tidak sedikit dari mereka yang menghadapi kondisi

yang sulit. Tunjangan da’i paling tidak memberikan keringanan beban
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hidupnya, karena mereka lebih banyak diwakafkan untuk keselamatan
umat.
(b) Pengadaan sarana da’i.
Tidak hanya para Da’i perkotaan saja yang membutuhkan media
pengajaran umat. Da’i di pelosok juga jauh lebih membutuhkan
sarana-sarana penunjang aktivitas dakwahnya. Oleh Kkarena itu
program ini diusung untuk bisa memberikan support kepada para Da’i
dalam pengadaan sarana dakwah mereka, antara lain alat bantu
mengajar dan alat transportasi, seperti sepeda motor dan lain
sebagainya.
(c) Paket untuk da’i
Da’i tidak hanya diberikan fasilitas sarana saja, tetapi juga diberikan
sebuah paket berupa pemberian bingkisan karena sudah membantu
dan meluangakan waktunya untuk kemaslahatan umat.
(2) Siar dan Dakwah
(a) Sebar dai Indonesia
(b) Kampung Berkah
Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat terpadu
yang mengintegrasikan antara pembinaan pada aspek spiritual,
pendidikan, dan ekonomi. Bentuk aktifitas ini dilakukan secara bertahap
maupun simultan, berupa kajian materi dasar Islam, Gerakan mengajar

dan belajar Al-Qur’an, pendirian Taman Pendidikan Al-Quran (TPA),
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pemberian beasiswa anak miskin/dhuafa, pendirian ternak mandiri,
sampai pada pendirian pesantren di kampung tersebut sebagai sentral
dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Sejuta Wakaf Al-Qur’an
Wakaf Al-Qur’an akan didistribusikan ke berbagai pelosok Nusantara
yang sangat membutuhkan. Distribusi dilakukan melalui jaringan
lembaga pendidikan, masjid, mushola, serta Dai. Selain untuk
melengkapi sarana program ini juga menjadi fasilitas belajar dalam
menuntaskan masalah “Buta Huruf Al-Qur’an”.

b) Pendidikan
(1) Beasiswa Berkah

Bentuk program beasiswa berkah adalah pemberian beasiswa kepada SD

sampal perguruan tinggi. Dana zakat berupa beasiswa tersebut akan

didistribusikan lewat sekolahan.

(2) Beasiswa Tahfidz

Bentuk program beasiswa tahfidz adalah pemberian beasiswa kepada SD

sampai perguruan tinggi dengan syarat ia adalah seorang Tahfidzul Qur’an

(Penghafal Al-Qur’an).

¢) Ekonomi Mandiri Berkah.
Program ini adalah program yang dilakukan berbentuk pendayagunaan pada
sector riil, seprti bantuan modal usaha: budidaya ikan gurame.

d) Sosial
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(1) Qurban Berkah Nusantara

(@) Setiap kambing/ domba yang didistribusikan melewati proses

timbangan

(b) Distribusi sesuai dengan lokasi yang ditunujk oleh pequrban .

(c) BMH memberikan informasi lokasi dan waktu saat hewan qurban
sudah disembelih.

(d) Pendistribusian qurban dilakukan sejak hari H hingga hari tasyrik
dikarenakan masih terlalu banyak masyarakat yang membutuhkan,
sehingga tidak ditahan dan mereka merasakan momentum bahagia
daging qurban disaat hari Idul Adha.

(2) Sidak Sehat

(@) Sidak Sehat Ramadhan, pada daerah-daerah minus, miskin, dan
terbelakang.

(b) Pengobatan Gratis, dilakukan secara rutin setiap bulan.
(3) Bahagiakan Yatim Dhuafa

(@) Yatim Dhuafa Sehat
Program ini berupa layanan kesehatan dan tambahan gizi untuk anak-
anak yatim di Pusat Pendidikan Anak Sholeh (PPAS) yang berada di
daerah pinggiran kota dan pelosok nusantara.

(b)Yatim Dhuafa Produktif
Program ini bertujuan membekali anak-anak dengan keterampilan

untuk masa depannya, dalam bentuk pelatihan dan pengembangan
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skiil (kemampuannya) sebagai sarana melatih kemandirian anak sejak
dini.
(c) Yatim Dhuafa Berkah
Program ini wujud kepedulian, berbagi, dan kasih sayang kepada
sesama, terutama untuk anak-anak yatim. Kepada anak yatim diberikan
paket bingkisan untuk mengikat solidaritas sosial antar sesama
(4) Aksi Tanggap Kebencanaan
BMH berperan aktif dalam setiap bencana ditanah air dengan mendirikan
posko-posko  guna melayani  kepentingan  masyarakat  yang
membutuhkan. BMH juga melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya:
evakuasi, pendistribusian bantuan kepada korban bencana, pelayanan
kesehatan, pelayanan pendidikan formal, dan lain sebagainya.
(5) Layanan Masyarakat Nusantara
(a) Santunan Jompo
Merupakan bentuk program yang diperuntukkan bagi masyarakat
jompo, berupa santunan jompo.
(b) Bakti Sosial
(c) Training dan Pelatihan: Training Entrepreneur
(d) Berkah Fitri: Paket Spesial Ramadhan
Buka puasa
Paket bingkisan lebaran

Paket zakat fitrah untuk Panti Asuhan
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2) Organizing
Susunan Pengurus Pusat terdiri dari Dewan Pembina dua orang, Dewan
Pengawas dua orang, Dewan Pengawas Syari’ah dua orang, Dewan Pengurus
tiga orang; Badan Pelaksana terdiri dari seorang Direktur Ekskutif, seorang
Direktur Operasional Wilayah 1, dan seorang Direktur Operasional Wilayah 2,

Adapun susunan pengurus LAZNAS BMH Ponorogo maka seperti pola
kepengurusan pusat yang terdiri dari dewan-dewan dan personil pusat,
kemudian ditambah Badan Pelaksana Harian.

Badan Pelaksana Harian BMH Ponorogo terdiri dari seorang Kepala
Cabang, tiga orang Departemen Penghimpunan dan Fundraising, seorang
Departemen Keuangan dan SDM, seorang Departemen Program dan
Pendayagunaan, seorang Departemen Kantor dan Administrasi, dan seorang
kasir. Perlu disebutkan bahwa sudah menjadi kebijakan LAZNAS BMH,
bahwa pengurusnya dari pusat sampai di cabang-cabang harus laki-laki, tidak
boleh perempuan.Hal ini dinyatakan oleh ketua cabang sebagaimana dalam
cuplikan wawancara berikut:

........ kita cabang tinggal mengikuti atau mengadopsi peraturan dan SOP dari
pusat. Kalau kata pusat A ya kita ikuti A. Kita tinggal mengikuti sistem,
aturan dan SOP dari pusat. Di antaranya di BMH ini karyawan, pengurus atau
amil tidak boleh dari akhawat (wanita). Alasannya di Lembaga Hidayatullah
memang begitu, kecuali di pendidikan. Di tingkat SMP diberlakukan sistem
terpisah antara putra putri. murid putra putri dipisahkan. Guru putra mengajar
putra, guru putri mengajar putri. Di tingkat SD masih boleh guru putri
mengajar putra atau guru putra boleh mengajar kelas yang terdiri putra-

putri.Setiap bulan ada monitoring dan evaluasi per rayon (wilayah
karesidenan). Cabang Ponorogo ini tergabung dalam karesidenan Madiun,
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terdiri dari Magetan, Ngawi, Pacitan, Nganjuk dan Ponorogo.Evaluasinya
menyeluruh, semuanya, penghimpunan, marketing, kinerja dan hasilnya.®

3) Actuating

Pelaksanaan program kerja yang telah disusun rapi ini berjalan dengan baik.
LAZNAS BMH Ponorogo sebagai salah satu cabang dari LAZNAS BMH Pusat
memang bisa dikategorikan LAZ yang beafiliasi kepada induk organisasinya,
tetapi organisasi induknya adalah suatu organisasi yang solid (memperoleh
sertifikat 1SO nasional) dan independen, netral, dalam artian tidak menginduk
ke organisasi keagamaan tertentu seperti NU atau Muhammadiyah dan tidak
berafiliasi kepada partai politik manapun. Jadi sebenarnya LAZNAS BMH
Ponorogo itu bisa juga dikategorikan berafiliasi tetapi independen. LAZNAS
BMH pusat adalah bagian dari Pondok Pesantren Hidayatullah yang didirikan
oleh Ustadh Abdullah Sa’id di Balikpapan tahun 1973. Saat ini pesantren itu
sudah mepunyai cabang yang tersebar di 100 kabupaten di seluruh Indonesia.
Fokus kegiatan Pesantren Hidayatullah ini sosial, pendidikan dan dakwah
dalam rangka pelurusan aqidah, imamah wa jama ‘ah, tajdid, tazkiyat al-nufus.
ta‘lim al-kitab wa al-hikmah. Lembaga pendidikan Hidayatullah meliputi Play
group, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan perguruan tinggi.

Dalam perkembangannya Hidayatullah menjadi organisasi
kemasyarakatan yang menyatakan diri sebagai gerakan dakwah dan perjuangan
Islam (al-harakah al-jihadiyyah al-Islamiyyah) dengan dakwah dan tarbiyah

sebagai program utamanya, berpegang pada Kitab dan Sunnah sebagai

* Nur Kholish kepala cabang LAZNAS BMH Ponorogo, Wawancara, Ponorogo, 29 Juni 2016
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metodenya. Ormas Islam ini pada tahun 2013 sudah memiliki 33 Dewan
Pimpinan Wilayah, 287 Pimpinan Daerah dan 70 Pimpinan Cabang. 2

Bertolak dari latar belakang inilah, LAZNAS Hidayatullah Ponorogo
mempunyai karakteristiknya. Di antaranya, kemandiriannya dalam pendanaan,
di mana Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah tidak mengucurkan anggaran
untuk cabang. LAZNAS BMH mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Laporan keuangan LAZNAS BMH Ponorogo sebagai mana dalam tabel

berikut:?’
Tabel 4.7.
Laporan Keuangan
No | Jenis Dana Tahun 2013 Tahun 2014
1 | Zakat Rp 53.050.000,- Rp 88.022.000,-
2 | Infak dan Sedekah | Rp 72.891.050,- Rp 465.250.400,-
Jumlah Rp 125.941.050,- Rp 553.272.400,-

4) Controling

Unsur pengendalian/controlling di LAZNAS BMH Ponorogo sangat kuat.
Kekuatan controlling ini terletak pada dua hal. Pertama, model kepengurusan
yang meletakkan tiga dewan (Dewan Pembina, Dewan Pengawas Syariah dan
Dewan Pengurus) dalam susunan pengurus yang selalu mengontrol kinerja

lembaga, melakukan monitoring dan evaluasi per rayon (wilayah karesidenan).

?% Hidayatullah.or.id/sekilas-hidayatullah. Membangun Peradaban Islam,28 Juni 2016.
%7 Sumber: Kantor LAZ Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo.
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Cabang Ponorogo ini tergabung dalam karesidenan Madiun, terdiri dari
Magetan, Ngawi, Pacitan, Nganjuk dan Ponorogo. Evaluasinya meliputi
semuanya, penghimpunan, marketing, kinerja dan hasilnya. Kedua —dan ini
lebih penting- adanya internal controlling atau rigabah dakhiliyyah, yaitu
komitmen pelaksananya untuk menjaga moralitas, kemandirian, amanah dan

profesionalitas.

c. Temuan penelitian

Dari paparan data LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo
ditemukan beberapa fakta dan keunikan pada dua aspek yaitu aspek
kelembagaan dan pengelolaan. Pada aspek kelembagaan, sejumlah informasi
empirik diinduksikan sebagai konsep yang disusun dalam proposisi
kelembagaan. Demikian pula pada aspek pengelolaanya.

1) Proposisi Kelembagaan:

a) LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah, meskipun pada tataran nasionalnya
sudah berusia 13 tahun, pada tahun 2014, tetapi bagi LAZAS BMH
Cabang Ponorogo baru diresmikan pada tahun 2014, baru berumur 2 tahun
dari berdirinya. Dalam usianya yang masih muda LAZNAS BMH
Ponorogo berstatus legal formal, sudah mapan dan ideal. Sarana prasarana
sudah memadai, sudah memiliki kantor sekretariat sendiri yang
representatif meskipun masih berupa rumah kontrakan.

b) Visi misi.
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Visi LAZ BMH Ponorogo.” Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan

dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada ummat.” ini visi yang

cukup jelas, ideal, dan relefan dengan fungsinya sebagai mediator antara

muzaki dan mustahik. yang kemudian dijabarkan dalam misi-misinya dan

diaplikasikan dalam program-programnya.

Y) Proposisi pengelolaan

a)

b)

Kinerja LAZNAS BMH Ponorogo sangat bagus. Program kerja tersusun
rapi, dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian, secara konsisten,
profesional, dengan semangat perjuangan dan dakwah, membangun
peradaban dan bekerja non profit.

Susunan pengurusnya sudah baik. Untuk LAZNAS BMH Cabang
Ponorogo terdiri dari 3 dewan , (Dewan Pembina, Dewan Pengawas
Syariah, dan Dewan Pengurus.) dan Badan Palaksana Harian yang terdiri
dari, Kepala Cabang, 4 departemen, (Departemen Penghimpunan dan
Fundraising; Departemen Keuangan dan SDM; Depertemen program dan
pendayagunaan; Departemen Kantor dan Adm.; serta Kasir. Susunan
kepengurusan yang yang hanya ditangani oleh 7 orang seperti ini cukup
ideal, meskipun kapasitas tenaga lapangan ini sebenarnya belum
mencukupi untuk seluruh tugas-tugas lapangan.Dengan demikian hasilnya
luar biasa. Dalam dua tahun 2014 mengalami perkembangan yang sangat
signifikan. Hasil penghimpunan mencapai lebih dari 400 % dari perolehan

pada tahun sebelumnya, dan pada tahun 2015 berhasil menghimpun dana
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ZI1S dan dana-dana lainnya hingga menyentuh angka Rp 1,168 milyar, dan
mendistribusikan seluruhnya.

c) Pengendalian/controlling dalam LAZNAS BMH ini sangat kuat, karena
karena memiliki dan menerapkan double controlling atau a/-rigabah al-
muzdawijah (dua pengawasan) vyaitu al-rigabah al-bashariyyah dan al-
rigabah al-zatiyyah. Al-rigabah al-bashariyyah atau al-rigabah al-
kharijiyyah, (external controlling) yaitu pengawasan formal dari adanya
tiga dewan dalam susunan pengurus ( Dewan Pembina, Dewan Pengawas
Syarih dan Dewan Pengurus) seperti monitoring dan evaluasi bulanan dari
selain afiliasinya di bawah LAZNAS BMH pusat. Sedangkan al/-rigabah
al-zatiyyah atau al-rigabah al-dakhiliyyah (internal controlling) ialah
pengawasan informal dari hati nurani yang berupa komitmen pelaksananya
untuk menjaga moralitas islami imani, kemandirian, amanah dan

profesionalitas.

6. Laziswaf Unida Gontor

a. Data kelembagaan

1) Nama lembaga : Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Wakaf (LAZISWAF
UNIDA GONTOR), sebuah lembaga yang bernaung di bawah Universitas
Darussalam Gontor, Laziswaf ini berkantor di Gedung Utama Lt. II.

Kampus pusat UNIDA GONOR, di Demangan Siman Ponorogo.
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2) Status legalitas kelembagaan: LAZISWAF UNIDA didirikan dalam
lingkungan Institut Studi Islam Darussalam (sekarang Universitas
Darussalam Gontor) pada tsnggsl 10 September 2010. Yang kemudian
dikukuhkan dengan SK Rektor pada tanggal 8 April 2013, sebagai Lembaga
Amil Zakat Infak Sedekah dan wakaf Unida Gontor, yang bertugas
mengelola dana zakat infak sedekah dan wakaf di lingkungan Universitas
Darussalam dan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan cabang-
cabangnya di seluruh Indonesia.

3) Visi Misi dan Tujuan
Visi : Mewujudkan budaya berbagi di lingkungan kampus.
Misi:
a) Menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Sedekah, Infak, dan
Wakaf).
b) Mewujudkan tatakelola lembaga zakat yang transparan dan amanah.
¢) Menumbuhkan budaya berbagi dan jiwa sosial.
Tujuan :
a) Menghimpun dana ZISWAF dari muzaki dan donatur lokal dan global.
b) Menyalurkan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
c) Menydiakan laporan yang akuntabel dan transparan secara berkala.
d) Menjadi tempat pelatihan manajemen ZISWAF bagi mahasiswa Unida

Gontor.
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e) Membuat jaringan muzaki yang memiliki perhatian pada dunia
pendidikan.
b. Data pengelolaan
1) Planning
Program kerja pokok Laziswaf Unida Gontor
a) Penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat kampus
Unida dan Pondok Modern Darussalam Gontor dan pondok-pondok cabang,
dalam bentuk:
(1) Zakati : penghimpunan dana zakat di lingungan kampus Unida Gontor,
Pondok Modern Gontor, cabang-cabang dan sekitarnya.
(2) Wagqfl, ada dua jenis yaitu (a) program penghimpunan wakaf tunai yang
dialokasikan untuk bidang pendidikan, dan (b) program wakaf yang bisa
digunakan secara produktif baik dalam bentuk barang maupun bangunan.
(3) Hibati, yaitu penghimpunan dana yang bersifat umum seperti infak dan
sedekah yang bisa digunakan untuk keperluan umat..
b) Penditribusian dana ke beberapa program:
(1) Minhati, yaitu penyaluran dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa dan
santri berprestasi yang mengalami kendala finansial.
(2) Khidmati, yaitu penyaluran yang dirancang untuk menunjang program
pengembangan masyarakat dalam bentuk bakti sosial.

2) Organizing
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Formasi kepengurusan Laziswaf Unida Gontor terdiri dari Dewan Pembina,
Dewan Pengawas,dan Badan Pelaksana. Dewan Pembina terdiri dari tiga orang
pimpinan pondok Modern Gontor dan tiga orang Rektor dan Wakil Rektor
Univeresitas Darussalam Gontor. Dewan Pengawas terdiri dari seorang ketua
dan lima orang anggota. Badan Pelaksananya terdiri dari seorang Direktur
Utama, seorang wakilnya, dua orang Divisi Keuangan dan Administrasi, dua
orang Divisi Penghimpunan, dua orang Devisi Penyaluran dan seorang Devisi
Publikasi.

3) Actuating
Pelaksanaan program-program Laziswaf Unida Gontor sepenuhnya mengikuti
tradisi dan sunah perguruan tinggi pesantren di lingkungan Pondok Modern
Darussalam Gontor. Badan Pelaksana terdiri dari mahasiswa aktif sebagai
sukarelawan di bawah pimpinan seorang dosen. Dengan demikian, Laziswaf
selain sebagai lembaga pengelola zakat infak sedekah dan wakaf, juga
merupakan wahana pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa.

Sebagai gambaran gelobal tentang penghimpunan dan penyaluran dana

ziswaf di Laziswaf Unida, dipaparkan tabel berikut:

Tabel: 4.8.
Laporan Keuangan Laziswaf Unida:®

0 | Bulan Masuk Keluar
Zakat Sedekah Wakaf Jumlah

28 Sumber: Buletin LAZIZWAF Universitas Darussalam Gontor Edisi Ramadhan 1436.
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1 | Jan,’14/ 1.752.246 | 12.033.169 | 1.300.000 | 15.085.415
R.Tsa’35

2 | Peb’14/ 50.000 | 10.053.500 50.000 | 10.153.500
JUla’35

3 | Mar’14/ 14.901.68 | 61.927.324 | 36.644.554 | 113.473.558 | 22.680.000
JTsa’35 0 2.293.839

4 | Apr’14/ 1.635.349 | 10.332.076 | 1.800.203 | 13.767.628
Rjb’35

5 | Mei’14/ 4.250.000 | 28.725.895 | 3.258.884 | 36.234.779 | 27.150.000
Sya’35

5 | Mei’14/ 4.250.000 | 28.725.895 | 3.258.884 | 36.234.779 | 27.150.000
Sya’35

6 | Jun’14/ 0.567.653 | 16.000.667 | 6.534.383 | 32.102.703 | 20.725.000
Rom’35

7 | Jul’14/ 10.104.34 | 13.385.000 | 6.239.589 | 29.729.207
Syw’35 8

8 | Agu’14/ 1.203.186 | 13.184.801 460.096 | 14.848.083 | 28.002.000
7qd’35

9 | Sep’14/ 4.293.604 | 50.310.048 790.308 | 55.393.960 | 21.400.000
Zhjh’35

10 | Okt14/ 984.204 | 20.500.718 | 6.997.957 | 28.482.879
Mhr’36

Jumlah 48.742.270 | 236.453.198 | 64.075.974 | 309.271.442 | 122.250.839

4) Controlling

Kekuatan pengendalian/controlling di Lazizwaf cukup kuat. Pelaksana lembaga

ini walaupun semuanya masih sebagai mahasiswa aktif, namun dalam tradisi

perguruan tinggi pesantren di Pondok Modern Gontor dengan Panca Jiwa

pesantren, mereka mendapat bimbingan, arahan, pembinaan, dan evaluasi dari

pimpinan universitas bahkan dari pimpinan pondok.

c.Temuan penelitian
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Dari paparan data LAZISWAF UNIDA Gontor Ponorogo ditemukan
beberapa fakta dan keunikan pada dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan aspek
pengelolaan. Pada aspek kelembagaan sejumlah informasi empirik diinduksikan
sebagai konsep yang disusun dalam proposisi kelembagaan. Demikian pula pada
pengelolaan.

1) Proposisi kelembagaan.

a) Laziswaf Unida Gontor ini dalam usianya yang menginjak tahun kelima
dari rintisannya, atau tahun kedua dari diresmikannya, merupakan LAZ
yang sudah mapan, dengan sarana dan prasarana yang memadai, kantor
khusus yang berada di gedung utama Universitas Darussalam Gontor.

b) Lembaga amil zakat ini berstatus legal formal, berskala lokal dalam
kampus Unida, di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor.
Keberadaannya telah disahkan dengan SK Rektor ISID Nomer:
553/ISID/Rpe/V/1434. Tanggal 26 J Ula 1434/08 April 2013..

c) Visi dengan rumusan “Mewujudkan budaya berbagi di lingkungan
kampus” kurang menunjukkan fungsi lembaga sebagai perantara antara
muzaki atau donatur dengan mustahiknya. Rumusan misi dan tujuan masih

tumpang tindih.

2) Proposisi pengelolaan

a) Program kerja Laziswaf Unida sudah tersusun jelas, penghimpunan
ZISWAF dan penyalurannya. Progam sudah dilaksanakan dengan aktif

oleh Badan Pelaksana dan devisi-devisinya.
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b) Perangkat pengurus LAZISWAF ini memperkuat wujudnya, terdiri dari
Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Bidang Pelaksna yang terdiri dari
dirut, wakilnya, dan beberapa devisi yang diperlukan. Dewan pelaksana
dibantu oleh staf yang bersal dari kalangan mahasiswa aktif yang bekerja
secara suka-rela.

¢) Hasil penghimpunan relatif besar. Tetapi antara pemasukan dan penyaluran
belum tampak seimbang. Hal itu dikarenakan sistem pelaporannya yang
belum mapan, masih berubah-rubah formatnya sehingga sulit untuk
dibaca. Selain itu karena pada saat data laporan ini diambil, sebagian dana
itu belum waktunya pendistribusian dalam program Minhati yang biasanya
dilaksanakan pada setiap akhir smester.

Potensi zakat di Laziswaf Unida Gontor ini sebenarnya relatif besar, karena
komunitas di dalam pondok Modern Darusalam Gontor dan cabang-
cabangnya di seluruh Indonesia sekitar 24.000 santri. Namun potensi
sebesar itu belum bisa digali secara maksimal, dikarenakan beberapa

keterbatasan dari pelaksana lapangan.

7. LAZIS Mari Berzakat
a. Data kelembagaan
1) Nama lembaga : Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Mari Berzakat.

(LAZIS Mari Berzakat). Alamat kantor : JI. Margo Utomo No;55.
Demangan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo. Telepon : (0352) 312476

SMS : 081 781 2420
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2) Status legalitas kelembagaan:
LAZIS ini didirikan pada tanggal 21 Mei 2010. Dan pada tgl 21 Mei 2011
adalah milad ke 1.2 Sampai saat itu data legalitas kelembagaannya belum
jelas atau belum ada.
3) Visi misi dan tujuan:
Visi : “Terwujudnya msyarakat muslim, yang berakhlakul karimah, dan
sejahtera lahir-batin yang mendapat ridho Allah SWT.”
Misi:
a) melaksanakan Da’wah Islamiyah untuk meningkatkan ketaqwaan
kepada Allah SWT.
b) mengelola Zakat untuk mengentaskan kemiskinan, menghapus
kesenjangan sosial, mencerdaskan serta mensejahterakan Umat.
Tujuan: Mewujudkan masyarakat muslim yang berakhlakul karimah dan
sejahtera lahir-batin yang berkeadilan baik dibidang: politik, ekonomi,
hukum, sosial dan budaya yang diridhoi Allah SWT,”Baldatun

Toyyibatun Warobbun Ghofur”.

b. Data pengelolaan
1) Planning

Program kerja LAZIS "MARI BERZAKAT” Ponorogo adalah:

% http://lazis-mariberzakat.blogspot.com/ Sabtu, 11 Juni 2011)
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b)
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Pembinaan, yaitu menyelenggarakan: pengajian rutin, penyuluhan
tentang zakat, diskusi, seminar dan layanan konsultasi zakat.
Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf melalui program: mari
berzakat, infak, sedekah dan wakaf, peduli du‘afz’, orang tua asuh anak
yatim dan atau dhuafa’, dan tabungan qurban.

Distribusi dan pendayagunaan zakat berdasarkan prinsip syariah dan
hasil survey dimasyarakat antara lain :

Kelompok fakir dan miskin, dilakukan dengan pembagian sembako,
pemberian modal usaha, pendampingan pengembangan usaha dan
pelatihan kewirausahaan

Kelompok muallaf, diberikan dalam bentuk kegiatan study keislaman
(paket training agidah Islmiyah), bimbingan agidah, bantuan buku,
majalah dan hasil-hasil kajian keislaman.

Kelompok gharimin, diberikan dalam bentuk penyaluran yang
disesuaikandengan situasi, kondisi dan kebutuhan gharimin. Kelompok
Fi sabilillah, diberikan dalam bentuk bantuan sosial, santunan peduli
ustadz/ustadzah  TPQ/TPA/MD, penerbitan majalah/bulletin,
training/pelatihan da’i, seminar dan penelitian.

Kelompok Ibnu Sabil, diberikan dalam bentuk bea-siswa (bea-santri)
berprestasi tapi tidak mampu (dhuafa’), anak yatim, anak putus sekolah,
anak jalanan yang tidak berada di dalam panti asuhan dan bimbingan

belajar.
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Kelompok Memerdekakan Budak, diaplikasikan dalam pembebasan
segala bentuk perbudakan masa kini seperti ketidakadilan, diskriminasi
dan penindasan bagi kaum pekerja baik di dalam maupun di luar negeri.
Untuk kelompok ini zakat disalurkan  dalam bentuk advokasi,

empowering, humanisasi dan perlindungan hak-hak sebagai pekerja.

2) Organizing

Susunan pengurus LAZIS Mari berzakat terdiri dari tiga orang Majlis

Pertimbangan dan Pengawasan, tiga orang Kordinator dan 10 orang

Pengurus Harian. Pengurus Harian terdiri dari seorang ketua, dua orang

wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang

bendahara dan seorang wakilnya, dan dua orang humas/publikasi.

3) Actuating

Pelaksanaan program LAZIS Mari Berzakat dan hasilnya dapat dibaca

dalam laporan keuangan berikut:

Tabel:4.8.

Laporan keuangan:®
Pada tutup buku tgl 09 September 2010

a. Pemasukan

No Nama Donatur/muzaki Uang
1 | Saldo pembukaan rekening Rp. 1.000.000
2 | Bpk.Drs.H.M.Subki Risya, MH Rp. 50.000.000

%0 Lazis-mariberzakat.blogspot.co.id/2010/09/laporan, 9 September 2010.



3 | Ibu Hj.Atika Banowati Rp. 2.500.000
4 | lIbu Nurul Masfufah Rp. 1.500.000
5 | Bpk.H.Budiyanto Rp. 750.000
6 | Bpk.H.Dardiri Rp. 1.500.000
7 | Bpk.H.Usman Yudi, MPdI Rp. 750.000
8 | Bpk.H.Suroso Rp. 250.000
9 | Ibu Atig Wirawati Rp. 500.000
10 | Bpk.H.Nurjuman Rp. 1.000.000
11 | Toko Langgeng Jaya Rp. 150.000
12 | Bpk.Edi Marjuni Rp. 100.000
13 | Bpk.Ir.H.Joko Santoso Rp. 10.000.000
14 | 1bu Hj.Mirah Rp. 1.500.000
15 | Bpk.H.Marhaban Rp. 500.000
16 | Ibu Marsuci Rp. 100.000
17 | Bpk.Dr.Yudi Wiyono Rp. 150.000
18 | Bpk.Pirngadi Rp. 250.000
19 | Bpk.DR.H.M.Suyudi, MA Rp. 2.280.000
TOTAL Rp. 74.780.000

Tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah

b. Pengeluaran

No

Uraian

Jumlah Uang

01

25 Agustus 2010 menyantuni

fakir

miskin di Rumah Bpk.H.M.Subki Risa,

MH Singosaren sebanyak 700 orang

@Rp.30.000+700 nasi kotak

Rp 24.890.000
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02

26 Agustus menyantuni ustadz/ah di
Rumah Bpk.H.M.Subki Risa, MH
Singosaren sebanyak 308 @Rp.50.000 +

308 Nasi kotak

Rp 17.110.000

03

5 September menyantuni 40 fakir miskin
di  Masjid Desa Watu Bonang
@Rp.30.000 dan 13 ustadz/ah

@Rp.50.000

Rp 1.850.000

04

6 September menyantuni 18 ustadz/ah

TPA Nurul Islam Sambit @Rp.40.000

Rp 720.000

05

7 September menyantuni 88 fakir miskin
di Kantor Lazis mari berzakat demangan

siman ponorogo @Rp.30.000

Rp 2.640.000

06

7 September menyantuni fakir miskin
dirumah  Bpk  DR.H.M.Suyudi,MA

Ngabar

Rp 2.280.000

07

Menyantuni 100 orang fakir masakin dan
11 TK/Ml/Lembaga lain di Rumah Bpk.
H.IrJoko Santoso Gandu Mlarak

Ponorogo

Rp 7.000.000

08

Transportasi ke Desa Watu Bonang

Rp 80.000

09

9 September Honorarium Pelaksana

Rp 1.200.000
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Program 3 orang

10 | Pengeluaran lain lain Rp 283.000

Total Rp 58.053.000
Lima puluh delapan juta lima puluh tiga ribu rupiah

Saldo sisa: Rp. 16.727.000,- (Enam belas juta tujuh ratus duapuluh tujuh
ribu rupiah)

4) Controlling
Unsur pengendalian/controlling di LAZIS Mari Berzakat jika dilihat dalam
susunan pengurus ada di Majlis Pertimbangan dan Pengawasan, dan
Kordinator. Dalam kenyataannya kekuatan controlling itu lemah, sehingga

eksistensi lembaga amil zakat ini tidak jelas.

c. Temuan penelitian
Dari paparan data LAZIS MARI BERZAKAT Ponorogo ditemukan beberapa
fakta dan keunikan pada dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan aspek
pengelolaan. Pada aspek kelembagaan , sejumlah informasi empirik diinduksikan
sebagai konsep yang disusun dalam proposisi kelembagaan. Demikian pula pada
pengelolaan.
1) Proposisi kelembagaan
a) LAZIS Mari Berzakat sudah berjalan sampai milad pertama dan memasuki
tahun kedua dari berdirinya. SK pendirian dan SK pengesahannya tidak
ditemukan. Status legalitas kelembagaan LAZIS Mari Berzakat menjadi

tidak jelas.
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b) Visi LAZIS Mari Berzakat dengan rumusan “ Terwujudnya masyarakat
muslim yang berakhlak karimah dan sejahtera lahir batin yang mendapat
ridho Allah SWT” terlalu umum belun fokus sesuai dengan fungsi
lembaga amil zakat sebagai mediator antara muzaki dan mustahik.

Misi dengan rumusan : “b) mengelola zakat untuk mengentaskan
kemiskinan  ...... dst“, dengan tujuan mewujudkan masyarakat
yang...’ baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sudah sesuai dengan visi yang
seharusnya.

2) Proposisi kelembagaan

a) Program Kkerja secara garis besar sudah jelas, menghimpun dana zakat infak
sedekah dan mendistribusikannya kepada asnaf mustahik. Susunan
kepengurusan formal yang terdiri dari Majlis Pertimbangan dan
Pengawasan, dan Pengurus Harian sudah ada, tetapi devisi-devisi
pelaksana pennghimpunan dan penyaluran tidak ada. Susunan pengurus
tersebut belum mencerminkan pegurus Lembaga Amil Zakat yang
tekanannya pada pekerjaan penghimpunan dan pendistribusian. Program
kerja penghimpunan dan penditribusian tersebut, pada tahun pertama
berjalan, tetapi pada tahun brikutnya tidak jelas, tidak bisa ditemukan
datanya dan tidak bisa diakses; diduga kuat bahwa LAZIS ini mengalami
stagnasi.

b) Hasil kerja seperti yang terpaparkan pada laporan tahun pertama cukup

besar. Tetapi laporan untuk tahun berikutnya tidak bisa ditemukan. Dan
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ada satu hal yang unik dan terasa janggal. Yaitu bahwa -sejauh yang
peneliti fahami secara implisit dari penuturan HM Suyudi salah satu
pengurus Lazis ini- sebagian laporan keuangan itu ada yang fiktif.** Apa
yang tercantum dalam pemasukan Rp 50.000.000,- dari M Subki Risya
dan Rp 7.000.000,,- dari Ir. H. Joko Santoso itu lebih merupakan kegiatan
pribadi masing-masing dalam menunaikan zakatnya sendiri. Kemudian,
kegiatan zakat itu didata dan diatasnamakan kegiatan LAZ. Dalam hal ini
LAZ tidak bergerak seperti lazimnya LAZ yang aktif mengambil atau
menerima dana zakat dari para muzaki, kemudian LAZ itu atas nama
lembaga mendistribusikannya dalam dalam program-program peberdayaan
umat sebagaimana yang sudah dirumuskan.

c) Kekuatan pengendalian/controling di LAZ ini, jika dilihat dari adanya
majlis pertimbangan dan pengawasan dalam susunan pengurusnya,
seharusnya ada, tetapi pada penyataannya fungsi pengawasan tidak

berjalan. Dengan demikian lembaga ini menjadi stagnan.

8. Panitia Zakat Desa Jintap
a. Data kelembagaan
1) Nama lembaga: Lembaga Amil Zakat atau Unit Pengumpul Zakat ini semula

bernama Panitia Zakat Desa Jintap.* Panitia ini dibentuk untuk menangani

% HM Suyudi, Kordinator Majlis Pertimbangan dan Pengawasan LAZ Mari Berzakat,
Wawancara, Ponorogo, 1 mei 2014.

%2 atar belakang berdirinya: Dusun Jintap desa Wonoketro Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo
adalah salah satu dusun kecil di Ponorogo yang saat ini berpenduduk 1.050 jiwa. Di desa ini
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pelaksanaan zakat di masyarakat di lingkungan masjid desa Jintap, Wonoketro
Kec. Jetis Kab. Ponorogo, sebuah dusun kecil yang terletak 10 km di sebelah
timur kota Ponorogo. Kemudian dalam proses penataan organisasi pengelolaan
wakaf masjid itu, Panitia Zakat ini menjadi salah satu bagian dari Dewan
Pelaksana Badan Wakaf Taptojani Desa Jintap, yaitu “Bagian Zakat”. Dewan
Pelaksana ini merupakan mandataris dari Badan Wakaf Taptojani Desa Jintap
Wonoketro Jetis Ponorogo. Alamat kantor dan gudang komplek Masjid
Baiturrahmah, JI. Taptojani Jintap Wonoketro Jetis Ponorogo.

Panitia Zakat Desa Jintap ini dibentuk secara resmi pada tanggal 2
Pebruari 1962 oleh masyarakat yang diwakili oleh Kiyai masjid Jintap saat itu
(Mohammad Arsyid), dan pamong desa yang terdiri dari Kamituwa Kuasa
(Jaman), Kamituwa | (Tukijo), Bayan (Sinto), Carik (Jatmo), dan beberapa
tokoh masyarakat antara lain Sogol Partoikromo dan Sibun. Sejarah berdirinya
Panitia Zakat Desa Jintap ini sebagaimana dituturkan oleh seorang mantan
pamong desa yang ikut merintis lembaga itu.

...... Saemut kula dik, (dia mengawali jawaban atas pertanyaan penulis tentang
sejarah berdirinya lembaga): Panitia Zakat Jintap niki dirintis tahun 1962
(seingat saya Panitia Zakat Jintap dirintis tahun 1962) tepatnya tanggal 2

Pebruari 1962. Ketika itu masih zamannya kiyai pertama masjid Jintap pak
Muhammad Arsyid. Saat itu memang ada niatan dari masyarakat yang sudah

kegiatan da’wah Islam dan pembinaan keagamaan sudah ada sejak tahun 1950 an dengan
berdirinya sebuah madrasah diniyah pada tahun 1945 dan sebuah masjid yang dibangun pada
tahun 1949. Kegiatan da’wah dan pembinaan agama bisa dikatakan intensif, dipimpin oleh seorang
kiyai tunggal Abdul Aziz, tamatan pesantren Termas Pacitan dan Jamsaren Solo. Da’wah di desa
ini berhasil mengubah kehidupan sosial dan agama. Diantara nya mantapnya ketauhidan dan
hilangnyua budaya dan tradisi syirk warisan nenek moyang, dan meningkatnya kesadaran
beragama dan pengamalan syari’ah Islamiyah. Berangkat dari kesadaran melaksanakan kewajiban
zakat dan melawan praktek riba di desa itu, berdirilah lembaga pengelola zakat atau unit
pengumpul zakat, yaitu suatu panitia yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat fitrah
dan zakat maal.
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mengerti tentang zakat untuk bagaimana melaksanakan zakat, terutama
pertama-tama tentang zakat fitrah yang sudah agak umum di mana-mana,
dengan cara-cara tradisional saat itu. Tapi kalau zakat hasil pertanian padi ya
belum banyak yang mengerti. Untuk menjawab kemauan masyarakat ini kiyai
dan pamong desa bekerja sama bersepakat. Ketika itu Kamituwa kuasa-nya pak
Djaman (bapakku), Kamituwa 1 pak Tukidjo, aku Carike (sekdes) dan
beberapa orang tokoh waktu itu ada pak Sogol Partoikromo, Sibun, Sinto.
Karena kita antara kiyai masjid dan masyarakat yang diwakili beberapa tokoh
itu kompak ya akhirnya bisa berjalan sampai sekarang ini.....*
2) Status legalitas kelembagaan.

Lembaga Amil Zakat ini ini adalah bersifat lokal, nonformal, suatu panitia
pengelola zakat di lingkungan masjid jami’ dusun Jintap, yang bersifat
independen, tidak bernaung di bawah organisasi keagamaan tertentu, golongan
atau partai politiki tertentu, umum untuk masyarakat muslim di desa tersebut.

Lembaga amil zakat yang telah dirintis sejak 2 Pebruari 1962 itu hingga saat
ini tidak ada akte notaris atau dokumen yang mengesahkannya. Keabsahannya
hanya di lingkungan masjid desa tersebut, dan lembaga itu masih terus eksis,
tidak pernah mengalami stagnasi sampai sekarang meskipun dengan sekala
lokal dan sederhana., dan diakui keberadaannya oleh masyarakat.

3) Visi misi : (tidak ada rumusannya)
Panitia Zakat ini secara kelembagaan zakat masih sangat sederhana.

Sehingga rumusan visi misi panitia zakat ini secara tertulis belum pernah

dirumuskan.. Hanya menurut penuturan dari pengurusnya, bahwa berdirinya

3 Jatmo (86 th) mantan Carik desa Jintap, salah satu pendiri Panitia Zakat, Wawancara, Ponorogo,
20 Desember 2014.
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panitia zakat ini semata-mata lahir dari kesadaran beragama khusushya

kesadaran akan wajibnya menunaikan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga,

kekompakan antara Kiyai sebagai ulama dengan pamong desa sebagai umaro;

dan dukungan dari masyarakat dan tokohnya, serta kesadaran untuk

menerapkan syariat zakat di masyarakat.

b. Data pengelolaan

1) Planning

Program kerja Panitia Zakat desa Jintap ini meliputi:

a) Sosialisasi zakat dan penyadaran masyarakat akan kewajiban zakat

b)

melalui ajakan secara personal, penerangan agama dalam khutbah
Jum’at, pengajian desa, dan ceramah -ceramah di peringatan hari
besar Islam, dll.

Pengumpulan zakat mal khususnya zakat ziro’ah padi pada misim
panen, dan penyimpannya di gudang sampai pada waktunya
pendistribusian.

Mengumpulkan zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan, dan

membagikannya, khusus untuk kategori fakir miskin.

d) Membagikan zakat mal kepada mustahik pada musim paceklik,

dibarengkan dengan penyaluran pinjaman padi untuk yang bukan
mustahik zakat, tetapi memerlukan pinjaman untuk biaya menggarap

sawah.
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e) Melaksanakan pengumpulan dan penyembelihan hewan qurban pada
hari raya led Adha.

f) Mengelola simpan pinjam “Khizanah”,.

2) Organizing
Untuk melaksanakan program itu telah disusun pengurusnya.
Kepengurusan awal Panitia Zakat Desa Jintap ini ditangani oleh kiyai dan
pamong desa tersebut, yang merupakan sinergi antara ulama dan
umaro’.Susunan Pengurus Bagian Zakat Dewan Pelaksana Badan Wakaf
Taptojani Periode 2012 — 2017 terdiri dari seorang Ketua, seorang Seksi
Zakat maal & Khizanah,* tiga orang Seksi Zakat Fitrah, dan dua orang
Seksi Qurban,

3) Actuating
Karena sifatnya sebagai lembaga amail zakat nonformal, Panitia Zakat
Desa Jintap ini melaksanakan tugasya hanya pada waktu-waktu tertentu
seperti pada waktu pengumpulan zakat, waktu pendistribusian dan di akhir
Ramadhan untuk pelaksanaan zakat fitrah.

Berikut data pengumpulan zakat dan qurban,

3 Khizanah : semacam koperasi simpan pinjam padi non riba, yang juga diurus oleh Bagian Zakat
Dewan Pelaksana Badan Wakaf Taptojani.
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Hasil pengumpulan zakat dan qurban tahun 2012 - 2014%

No | Tahun | Zakat maal Zakat fitrah Qurban Khizanah

1 |2012 |3.760 kg 565 sho’ 6 sapi 4.500 kg
5 kambing

2 | 2013 | 3.600 kg 588 sho’ 6 sapi 4.350 kg
4 kambing

3 2014 |4.240kg 615 sho’ 7 sapi 3.990 kg
6 kambing

Zakat fitrah dibagikan terutama kepada mustahiknya yaitu fakir miskin di

desa itu dan sebagian diberikan kepada beberapa panti asuhan dari luar desa

yang mengajukan permohonan zakat fitrah.

Pembagaian harta zakat (zakat padi) diatur sebagai mana berikut:

Padi zakat tersebut lebih dahulu dislep dijadikan beras untuk dibagi:

70 % beras dibagikan kepada sekitar 140 orang mustahik dari desa itu,

terutama fakir miskin; 30 % dijadikan santunan sosial berkala bagi fakir

miskin atau mustahik lainnya yang terkena musibah, sakit atau kematian.

4) Controlling

Panitia Zakat Desa Jintap ini meskipun secara kelembagaan lebih bersifat

nonformal, tetapi mempunyai pengendalian/controlling yang cukup kuat,

yaitu adanya arahan dan bimbingan dari kiyai desa itu yang sangat komitmen

untuk melaksanakan figih/hukum zakat dengan sebaik-baiknya. Selain itu

% Sumber: Catatan di kantor Panitia Zakat Desa Jintap.
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kekuatan juga datang dari para muzaki yang sadar kewajiban zakatnya dan

melaksanakannya sebaik mungkin.

c. Temuan penelitian

Dari paparan data Panitia Zakat Desa Jintap ditemukan beberapa fakta dan
keunikan pada dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan aspek pengelolaan. Pada
aspek kelembagaan sejumlah informasi empirik diinduksikan sebagai konsep yang
disusun dalam proposisi kelembagaan. Demikian pula pada pengelolaannya.

1) Proposisi kelembagaan

a) Lembaga amil zakat ini nonformal, sederhana, tetapi mempunyai sejarah yang
cukup panjang, lebih dari 50 tahun tetapi eksis sampai sekarang. Prasarana
berupa kantor sekretariat sekalian gudang zakat sudah cukup memadai untuk
ukuran skala desa.

b) Status legalitas Panitia Zakat Desa Jintap secara formal tidak ada. Tetapi secara
nonformal cukup legal di tingkat desa, karena diakui keberadaannya, didukung,
dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

c) Panitia Zakat ini secara resminya tidak mempunyai rumusan visi misi, namun
dalam praktiknya mengemban misi lembaga pengelola zakat vyaitu
menghimpun zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada mustahik
yang ada di desa itu.

2) Proposiisi kelembagaan

a) Program kerjanya, walaupun tidak tercatat, tetapi tetap berjalan rutin setiap

waktu, karena sudah menjadi program dari semua. Program kerjanya yaitu



194

mengumpulkan zakat zira‘ah berupa padi pada waktu panen, menyimpannya
di gudang sampai waktu penyalurannya pada bulan Januari.

b) Program kerja semua berjalan dan menghasilkan hasil yang relatif sudah baik,
meskipun nominalnya tidak terlalu besar. Harta zakat yang dikelola selama ini
baru pada harta hasil pertanian dan khususnya padi karena pencaharian
masyarakat kebanyakan beratani dan kebanyakan petani kecil yang terkadang
penghasilannya belum mencapai satu nisab. Perdagangan sebenarnya juga ada,
seperti pedagang pemilik toko atau kios kecil. Zakat uang atau zakat profesi
belum ditangani di Panitia Zakat Desa Jintap ini, karena selain uang termasuk
amwal batinah, mereka yang sudah mencapai nisabnya lebih memilih
mengeluarkan zakatnya sendiri secara individual, atau sebagian yang pegawai
negeri sipil zakatnya sudah dipotong gaji oleh UPZ di kantor satuan kerjanya.

c) Perangkat pengurus / panitia sudah cukup kuat, karena dinaungi oleh Dewan
Pelaksana Badan Wakaf Taptojani yang merupakan mandataris Badan Wakaf
Taptojani desa tersebut. Unsur-unsur pelaksana terdiri dari seksi-seksi yang
diperlukan dalam lembaga pengumpul zakat, dan konsisten dengan tugasnya.

d) Kekuatan pengendalian//controlling pada panitia zakat ini ada dan biasa saja.
Yaitu, yang pertama karena keberadaan panitia zakat di bawah Dewan
Pelaksana Badan Wakaf yang merupakan mandataris Badan Wakaf Taptojani
yang mengelola wakaf masjid desa itu. Kedua komitmen dari pengurus untuk
melaksanakan tugas mengelola zakat di desa.dengan berpegang teguh pada

syariat zakat.
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Setelah dipaparkan data-data dan temuan penelitian pada lembaga-lembaga

amil zakat di Ponorogo, berikut ini rekapitulasi hasil penghimpunan zakat infak

sadagah tersebut dalam satu tahun:

Tabel:4.10.
Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Zakat Ponorogo
No. | Nama Lembaga Hasil Keterangan Rangking
Amil Zakat (Rp)
1 BAZNAS Ponorogo | 425.705.020 | 201Y, i
2 LAZIS MU 123.560.500 | 2014 \
3 LAZIS NU 7.500.000 | 2014 VIHI
4 LAZ Umat 583.579.600 | 2014 I
Sejahtera
5 LAZNAS BM 553.272.400 | 2014 I
Hidayatullah
6 LAZ Mari Berzakat 74.780.000 | 2010, data VI
setelah itu nihil
7 LAZISWAF 309.271.442 | 2014, termasuk v
UNIDA GONTOR wakaf
8 Panitia Zakat Desa 23.320.000 | 2014, nilai VI
Jintap 4.240 kg gabah
Jumlah 2.100.988.962

Ranking tertinggi LAZ Umat Sejahtera, lembaga amil zakat yang independen.

Sdangkan ranking terendah LAZIS NU, lembaga amil zakat yang beravilasi di

bawah organisasi nasional NU.

Hasil pengumpulan zakat fitrah:
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No. | Asal Jumlah (kg) Nilai (Rp)

1 PNS di lingkungan Kemenag 28.175 225.400.000

kabupaten Ponorogo

2 Masyarakat se kab. Ponorogo 1.433.320 | 11.466.560.000

(bukan prestasi dari LAZ)

Jumlah 11.691.960.000

Jika potensi zakat kabupaten Ponorogo ( 2,5 % X PDRB tahun 2012) = 2,5 /100
X9,4T= 235M.

Pencapaian penghimpunan zakat infak sadagah dibanding potensi zakat (Rp 235

M) adalah:

Jenis dana Jumlah %

Zakat infak sadagah | Rp  2.100.988.962 | 0,89 %

Zakat fitrah Rp 11.691.960.000 | 4,95 %

Jumlah Rp 13.792.948.962 | 5,85 %

Hasil pelaksanaan zakat fitrah kabupaten Ponorogo Rp 11.691.960.000,-
Bila dibandingkan dengan estimasi potensi zakat fitrah ( 895.175 orang X Rp
20.000,- ) = Rp 11.903.500.000,- maka ditemukan 65 %.

Setelah dipaparkan data dari 8 lembaga amil zakat di Ponorogo perlu
disampaikan tinjauan umum trhadap 8 lembaga amil zakat. Munculnya lembaga-

lembaga amil zakat di Ponorogo merupakan trobosan baru pelaksanaan hukum
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zakat, tetapi mereka itu berjalan sendiri-sendiri. Menurut informasi dari pengurus
beberapa lembaga amil zakat, tidak ada komunikasi atau kerjasama formal di
antara LAZ —LAZ itu. Kalau toh ada komunikasi itu komunikasi informal. Maka
sebenarnya jika antara LAZ itu ada komunikasi yang inten, apalagi yang namanya
kerjasama dalam mengelola zakat di Ponorogo. Akibat tidak adanya kordinsai
atau kerjasama antar lelmaga-lembaga amil zakat itu, adanya tumpang tindih
muzaki. Ada muzaki yang diambil zakatnya oleh LAZ terntu juga ditarik zakatnya
oleh LAZ yangt lain yang bukan ormasnya atau kelompoknya.
Pelaksanaan Zakat oleh perorangan

Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat oleh perorangan ini ialah orang
mengelola zakatnya sendiri, sebagai amil dirinya sendiri baik itu dengan
menghitung sendiri; membagikan zakatnya sendiri kepada penerimanya, maupun
menyerahkan zakatnya kepada orang lain sendirian untuk membagikannya
kepada yang berhak. Untuk mengumpulkan data pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh perorangan penulis menyebarkan angket kepada 114 orang
responden berasal dari 9 kecamatan dari 21 kecamatan di kabupaten Ponorogo.
Sembilan kecamatan tersebut ialah kecamatan Kauman, kecamatan Ponorogo
(kota), kecamatan Siman, kecamaatan Mlarak, kecamatan Sampung, kecamatan
Bungkal, kecamatan Jetis, kecamatan Sawoo, dan kecamatan Sambit. Sampel ini
diambil dari sebagian calon jamaah haji Ponorogo tahun 2013. Pengambilan

sampel ini didasarkan pada asumsi dugaan bahwa mereka termasuk wajib zakat
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dan sudah menunaikan kewajiban zakatnya. Hasil rekapituasi itu dapat dijelaskan
sebagai berikut.:

Zakat yang mereka lakukan zakat fitrah dan zakat mal Zakat fitrah berupa
bahan pangan beras satu sa’dan ada yang dibayarkan dengan uang senilai beras
satu sa’yang dikonversi antara 2,5 — 2,7 kilo gram. Atau jika dikonversi dengan
uang dengan harga Rp 20.000. Zakat mal berupa padi atau beras untuk zakat
zira’ah, dan berupa uang untuk zakat harta perdagangan dan profesi dan
sejenisnya dengan mengambil nisabnya 5 — 10 % untuk pertanian. Adapun
perhitungan nisabnya, untuk zakat perniagaan / profesi ada yang mengambil 2,5 %
dari kekayaan/ hasil kerja atau 2,5 % dari gaji bulanan.

Adapun cara melaksanakan zakat perorangan (1) ada yang menyerahkan
zakat itu kepada lembaga amil zakat; (2) dengan meberikan zakat itu kepada
lembaga sosial seperi masjid, mushola; (3) membagikan sendiri langsung kepada
mustahiknya.; (4) memberikan zakatnya kepada panti asuhan.

Ada kecederungan mereka untuk mengelola sendiri zakatnya dengan berbagai
alasan. (1) karena di linkungannya tidak ada lembaga amil zakat yang bisa dititipi
zakatnya; (2) karena ada lembaga amil zakat, tetapi tidak giat aktif; (3) karena
merasa lebih mantap dengan mengelola sendiri zakatnya. (4) lebih mudah
mengenai sasaran.

Di antara pengelolaan orang zakatnya sendiri, pengelolaan zakat hasil
pertanian padi seperti yang diungkapkan oleh Munawar, seorang warga desa

Tegalsari Jetis Ponorogo.. Waktu mengeluarkan zakatnya pada saat panen padi
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tepat. Persisnya ketika pemilik pertaniaan padi memanen padinyanya ia
mempekerjakan orang atau buruh untuk memetik padinya, dikenal dengan istilah
derep. Dalam tradisi derep buruh panen mendapat upah padi dengan porsi
seperdelapan padi yang ia petiknya. Contohnya jika buruh itu dapat memetik 80
kg maka ia mendapat bagian 10 kg sebagai upah kerjanya. Pada waktu
pengupahan itu petani pemilik sawah itu menambahkan beberapa kg padi, satu-
dua kg padi atau sesukanya kepada buruh yang derep sebagai zakat dari
panenannya. Dalam cara seperti ini para buruh yang rata-rata orang miskin itu
diposisikan sebagi mustahik. Cara seperti ini ada sejak jaman dulu, sekitar 50
tahun yang lalu, dilakukan oleh petani kaya di desa Tegalsari kecamatan Jetis
Ponorogo. Tetapi sekarang cara tradisional itu hampir tidak ada lagi yang
melakukannya. Bukan hanya di Tegalsari tatapi juga ada di tempat-tempat lain
seperti di kecamatan Mlarak.*®

....... memang di sekitar masjid Tegasari Jetis orang-orang kaya para petani yang
sawahnya luas. Tentang bagaimana mereka melaksanakan zakatnya sejauh yang
saya tahu, sebagai orang asli Tegalsari, mereka beramacam-macam. Artinya ada
yang zakat ada yang mungkin tidak atau zakat tetapi tidak banyak atau belum
sesuai betul dengan figihnya. Zakat menurut seleranya sendiri. Yang saya tahu di
antaranya begini: Pada waktu panen padi orang kerja yang buruh manen padi
(derep) adatnya mendapat upah seperdelapan dari padi yang dipetik. Seperti kalau
ia dapat memetik 8 ikat (agem) padi ia mendapat upah kerja manen (bawon) satu
ikat yang dipilihkan oleh pemilik padi atau yang dipilih oleh si pekerja itu.
Kemudian kadang si pemilik sawah itu menambahkan padi segenggaman tangan
(satekem) atau seberapa kepada yang derep sebagai tali asih (tresnan) ,sedekah,
atau zakatnya. Pemberian seperti itu kalau dihitung betul dibandingkan hasil

panen semuanya, tidak sampai 5 % Selain itu ada yang betul-betul mengeluarkan
zakatnya sesuai perhitungan zakat yang semestinya.*’

% H. Syarif Abadi, petani warga desa Joresan Mlarak, Wawancara , Ponorogo, 10 Agustus 2015.
>’ H. Munawar, petani warga desa Tegalsari Jetis, Wawancara ,Ponorogo, 1 Agustus 2015.
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Dalam hal mengelola zakatnya sendiri, ada muzaki yang cara menghitung
dan mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya seperti ini. la mengeluarkan
zakat padinya sebesar 10 % dari total hasil panen kotor pada saat panen
langsung. Dalam adat desa itu panen padi dikerjakan oleh buruh pemetik padi
dengan upah berupa padi sebanyak seperdelapan dari perolehannya memetik
padi itu. Sebagai contoh, buruh panen berhasil memetik 8 ton padi. Maka upah
panen yang berupa padi (bawon) nya yang diterima buruh panen itu 1 ton.
Sedangkan pemilik sawah mendapat 7 ton. Zakat untuk yang 7 ton itu ia
sisihkan dan kelola sendiri pengeringannya dan penimpanannya.. Sedangkan
zakat untuk 1 ton bawon yang sudah menjadi milik buruh itu dia zakati sebesar
10 % nya, diambilkan dari yang 7 ton, kemudian diberikan kepada para buruh
panen itu juga sebagai tambahan, dengan asumsi bahwa mereka para buruh itu
rata-rata orang miskin yang berhak menerima zakatnya, dan tidak wajib
menzakati bawon yang mereka peroleh.

Hitungan zakat 10 % itu untuk panen pada masa tanam pertama (ungaran)
yang pengairannya tergantung kepada hujan musim hujan (rendheng) .
Sedangkan untuk panen masa tanam kedua (gadhu) yang pengairannya banyak
bergantung pada mesin pompa air yang memerlukan biaya bahan bakar minyak
dan sebagainya, maka zakatnya dihitung 5 % nya. Hitungan ini seperti yang
dituturkan oleh seorang muzaki dari pedagang yang juga petani, dalam petikan
wawancara berikut.

....Saya ini petani dan juga pedagang. Untuk menghitung kewajiban zakat saya,
saya minta bantuan saudara saya atau orang lain yang bisa menghitungnya.



201

Zakatnya saya bagi-bagikan kepada pihak-pihak yang berhak. Kepada fakir
miskin di sekitar, atau fakir miskin di desa atau lingkungan yang menjadi tempat
perusahaan saya, ada lembaga yang memintanya. atau yayasan lembaga
pendidikan di Surabaya yang memerlukan dana dan minta sebagian zakat saya.
Besarnya zakat perdagangan 2,5 % dari barang dagangan sesuai dengan neraca
perdagangan pada saat tutup buku tahunan. Zakat hasil pertanian padi 10 % untuk
pertanian musim penghujan (rendheng) atau padi ungaran dan 5 % dari hasil
panenggnusim ketiga atau padi gadhu karena pengairannya banyak pakai pompa
disel..

Dari paparan data dan temuan dalam pengelolaan zakat di kabupaten
Ponorogo dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Data Pengumpulan Zakat

Pengelolaan Zakat di

Ponorogo
Individual/ fardiy Korporatif/ jama’iy
| |
Berafiliasi Mandiri
BAZDA Ponorogo
LAZIS-NU LAZ Umat Sejahtera
LAZIS-Muhammadiyah LAZIS Mari Berzakat
LAZNAS-BMH Panitia Zakat Desa Jintap
Laziswaf Unida
Hasil Penghimpunan Hasil Penghimpunan
Rp. 1.110.037.920,- Rp. 990.951.042,-

Hasil Penghimpunan tahun 2014
Rp. 2.100.988.000,-

3% Hj. Sawiji, pedagang dan, petani di desa Wonoketro Jetis, Wawancara, Ponorogo, 15 Agustus
2015
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Jenis Zakat Potensi Hasil Penghimpunan %

Zakat Mal Rp. 235.000.000.000,- | Rp. 2.100.988.000,- | 0,89%

Zakat Fitrah Rp. 17.903.500.000,- | Rp.11.691.960.000,- | 65,3%

Mal dan Fitrah | Rp. 252.903.500.000,- | Rp. 13.792.948.000,- | 5,45%

Keterangan:
1. Potensi Zakat mal =2,5% x PDRB-ADNK = 2,5% X 9.4 trilyun = Rp. 0,235
trilyun = Rp. 235 milyar
2. Potensi Zakat fitrah = (87,3% x penduduk muslim) x Rp. 20.000 (1 sa’) =
(895.175 jiwa x Rp. 20.000) = Rp. 17. 903.500.000,-
3. Zakat Fitrah pada umumnya dilaksanakan individual; tidak melalui badan/

lembaga ‘amil zakat.



